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ABSTRAK
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Judul Skripsi : Penetapan Harga Sewa Tanah Milik Gampong Ruseb
Kecamatan Trienggadeng secara Lelang Menurut Konsep
Ujrah pada Akad ijarah ‘ala al-mandfi’

Tanggal Sidang  : 27 Agustus 2026
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Pembimbing | : Muhammad Igbal, MM

Pembimbing II  : Hajarul Akbar, M. Ag
Kata Kunci : Harga Sewa, Tanah Gampong, Lelang, Ujrah, ljarah ‘Ala
al-Mandfi’.

Penyewaan tanah milik Gampong Ruseb Kecamatan Trienggadeng
dilakukan melalui mekanisme lelang sebagai salah satu cara pemanfaatan aset
gampong. Penelitian ini mengkaji proses penetapan harga sewa tanah, dasar
pertimbangan aparatur gampong dalam menetapkan harga limit lelang, serta
meninjau praktik tersebut berdasarkan konsep wjrah pada akad ijarah ‘ala al-
mandfi’. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga sewa dilakukan
melalui mekanisme lelang terbuka dengan penawaran tertinggi sebagai
pemenang. Harga limit ditetapkan melalui musyawarah aparatur gampong
dengan mempertimbangkan luas tanah, lokasi, tingkat produktivitas, dan harga
sewa sebelumnya. Ditinjau berdasarkan konsep ujrah, praktik penyewaan tanah
tersebut pada dasarnya telah memenuhi ketentuan akad ijdrah, namun penetapan

harga limit belum sepenuhnya mengacu pada prinsip al-tsaman al-mitsli.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah
ini sebagaimana yang diharapkan. Selawat dan salam senantiasa tercurah
kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang melalui
beliau Allah SWT menghadirkan cahaya kebenaran, ilmu pengetahuan, serta
tuntunan etika dan akhlak mulia, sehingga manusia mampu menjalani
kehidupan secara harmonis, dinamis, dan penuh ketenteraman.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki, penulis
akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul
“Penetapan Harga Sewa Tanah Milik Gampong Ruseb Kecamatan
Trienggadeng secara Lelang Menurut Konsep Ujrah pada Akad ijarah
‘ala al-mandfi’”. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kerja
sama berbagai pihak, sehingga penulis menyampaikan ucapan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan penuh rasa = hormat dan penghargaan, penulis

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Bapak Muhammad Igbal, M.M. selaku Pembimbing I, yang telah
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan,
bimbingan, masukan, serta motivasi kepada penulis selama proses
penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis
sampaikan kepada Bapak Hajarul Akbar, M.Ag. selaku
Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan

koreksi, saran, dan bimbingan yang sangat berharga sehingga
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penulis dapat menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
Segala ilmu, dedikasi, dan bimbingan yang diberikan oleh kedua
pembimbing menjadi bekal yang sangat berarti bagi penulis dalam
menyelesaikan karya ilmiah ini.

. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta seluruh
jajaran pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah
memberikan pelayanan akademik, dukungan administratif, serta
berbagai fasilitas yang menunjang proses pendidikan penulis.
Berbagai kemudahan yang diberikan selama masa perkuliahan
hingga penyusunan skripsi ini sangat membantu penulis dalam
menyelesaikan studi dengan baik.

. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A. selaku Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah beserta seluruh staf Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan,
pelayanan akademik, serta dukungan selama penulis menempuh
pendidikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada
seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membekali penulis dengan
ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman akademik, serta nilai-
nilai keilmuan yang menjadi bekal berharga dalam proses
penyusunan skripsi maupun dalam pengembangan kapasitas

akademik penulis.

. Untuk almarhumah ibuku tercinta Hadijah yang sudah bahagia
disana belum sempat penulis berikan kebahagiaan rasa bangga
kepadamu, dan juga belum melihat anaknya menyelesaikan
Pendidikan terakhir dan tidak bisa menemani sampai wisuda.

Terimakasih sudah melahirkan, merawat, dan membesarkan dengan
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penuh cinta dan kasih sayang. Terimakasih juga sudah
mengantarkan penulis berada di tempat ini, walapun pada akhirnya
penulis harus berjuang sendiri tanpa ibu yang menemani hingga
akhir sampai penulis berada di titik ini. Dan terimakasih kepada
bunda Jamaliah karna sudah mendukung dan memberikan perhatian
lebih layaknya seorang ibu bagi penulis.

. Ayahnda Muhammad yang sangat saya sayangi dan saya cintai
yang selalu mendo'akan, mendukung, memberi nasihat, dan
menyemangati, serta selalu mendo'akan kelancaran dalam
menjalani pendidikan penulis sampai selesai. Terimakasih atas
setiap lelah dan upaya ayah untuk mencari rezeki agar anak-anak
ayah bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Semoga ayah
panjang umur dan sehat selalu agar bisa mendampingi setiap proses
anak-anak ayah. penulis persembahkan skripsi dan gelar untuk
kedua orang tua.

Terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada kakak-kakak
tersayang, Nazri Mayda Sari, Tia Wirnanda, dan Nadia Ulfa, yang
selalu memberikan doa, semangat, perhatian, dan dukungan kepada
penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita,
memberikan motivasi di saat penulis merasa lelah, serta selalu
percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga
segala kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah
diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah Swt.

. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada seluruh teman-teman khususnya sahabat penulis Nia Cahyu
dan kawan-kawan kelompok KPM (kuliah kerja nyata) yang setiap
saat menemani dan dukungan, menyemangati, serta memotivasi,
baik secara langsung maupun tidak langsung, selama proses

penyusunan skripsi ini. Kebersamaan, perhatian, dan bantuan yang
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diberikan menjadi penyemangat bagi penulis hingga skripsi ini
dapat diselesaikan dengan baik.

. Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak
yang terlibat dalam proses wawancara penelitian, khususnya
Masyarakat Gampong Ruseb, dan segenap apartur Gampong, yang
telah memberikan izin, bantuan, serta informasi yang dibutuhkan
sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Sebagai penutup, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima
kasih kepada diri sendiri, Ulfita Ladaiyani, yang telah berusaha
dengan penuh kesabaran, keteguhan, dan semangat dalam
menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul “Penetapan Harga
Sewa Tanah Milik Gampong Ruseb Kecamatan Trienggadeng
Secara Lelang Menurut Konsep Ujrah pada Akad Ijarah ‘Ala Al-
Manafi’”. Terima kasih karena tidak pernah menyerah meskipun
prosesnya penuh tantangan, tetap memilih untuk bangkit setiap kali
merasa lelah, dan terus melangkah hingga akhirnya dapat
menyelesaikan perjalanan ini. Semoga setiap usaha yang telah
dilakukan menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih
baik. I'm proud of how far you've come, and always remember that

every small step has brought you to this meaningful achievement.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang

bermanfaat, baik sebagai tambahan wawasan bagi penulis maupun sebagai

sumber informasi bagi pembaca, khususnya dalam pengembangan kajian

Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan penetapan harga sewa tanah

gampong melalui mekanisme lelang berdasarkan konsep ujrah pada akad ijarah

‘ala al-mandfi’. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu

referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa.

Semoga segala doa, dukungan, bantuan, dan kebaikan yang telah diberikan

kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini mendapat balasan yang
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berlipat ganda dari Allah Swt. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Sebagai penutup, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari
kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala bentuk
kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan
penyempurnaan karya ilmiah ini. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat
memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih bagi pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, 13 Juli 2026
Penulis

Nyssd

Ulfita Ladaiyani
NIM. 220102195




PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P Dan K

Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fenom konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan

dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda tangan sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Huru Ty N Huruf N
ama ama
Arab Nama f Ning Arab Latin
Latin
te
tidak | tidak ) (dengan
| Alif | dilamb | dilamb | & @’ T Gk di
angkan | angkan
bawah)
zet
(dengan
U _ L za Z
i Ba B Be i i titik di
bawah)
koma
. L T Te & ‘ain ¢ terbalik
(di atas)
es
o S g (denga ¢ Gain G Ge
n titik
di
atas)
z Jim J Je - | F Ef

Xi




ha

- (dengan 3 Qaf Q Ki
< Ha B ik di
bawah)

. Kha | Kn | kadan | g Kaf K Ka
ha

3 Dal D De J Lam L El

zet
3 7al 7 (denga . Mim M Em
n titik
di
atas)

B Ra’ R Er o Nun

z
T
=]

5 Zai Z Zet g Wau W We

o Stn S Es P Ha’ H Ha

Hamz Apostro
es dan r ¢ p

ye ah f

es
%o Sad S (denga ¢ Y& Y Ye
’ ’ n titik
di
bawah)
de
(denga
n titik
di
bawah)

Ua Dad d

2. Vokal
Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
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tranliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
Dammah U

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
g & Fathah dan ya Ai
3 Fathah dan wau Au
Contoh:

«as=kaifa, Js

3. Maddah

= haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
gl Fathah dan alif atau ya A
I Kasrah dan ya I
B) Dammah dan wau U
Contoh:
J& = qala
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=0 =rama
Jé = gila
Jss = yaqiilu

4. Ta’ marbiitah (3)
Transliterasi untuk ta’ marbiitah ada dua. Yaitu:

a. Ta’ marbiitah ( 3) hidup
Ta’ marbitah ( &) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta’ marbitah ( 3) mati
Ta’ marbiitah ( 8) yang mati atau mendapat harkat sukun,
transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta” marbtitah ( ¢) diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan
kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( 3) itu

ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
JukyT dzay -raud ah al-atfal
5o zll Gl -al-Madmah al-Munawwarah
ialL -talhah

5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi

tanda syaddah itu.

Contoh:
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W5 -rabbana 3%  -nazzala
44 -al-birr &l _al-hajj

A -nu ima

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hururf,
yaitu ('), namun dalam translitrasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qgamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasi- kan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik
diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sempang.
Contoh:
Jasl -ar-rajulu S -as-sayyidatu
Gl -asy-syamsu ALY -al-galamu
ol -al-badi‘u 3l -al-jalalu
7. Hamzah

Dinyatakan di depan hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun,
itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila
hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab

berupa alif
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Contoh:

L Aaia ) . = s o »
Os3G —ta’ khuzina ¢ 3l -an-nau
$h syai’un ol -inna

s o . P

el —umirtu B -akala

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain

yang mengikutinya.

Contoh:

SN A s A &) s -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

-Wa innalldha lahuwa khairurrazigin
) aall 5 QT 5 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
SR 2l %) _Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul Khalil
Wl)as ol 55a il sy -Bismillahi majraha wa mursah
cull za i e d -Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
S 43d) UL (i -Man istatd ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
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00 i

A im0 )

AT 4 O30 all (liaay He

-Wa ma Muhammadun illa rasul

-Inna awwala baitin wud
i‘a linnasi

-lallazt bibakkata mubarakkan

-Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al

Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil

qur’anu

umi‘ @G By laqad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
-Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini -
Mw“- oy aaldi -Alhamdu lillahi rabbi al- ‘alamin

-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:
cu B 585 A Ga NS -Nasrun minallahi wa fathun qarib
Gaea N1 -Lillahi al-amru jami ‘an

ae o dSJ s _wallaha bikulli syai ‘in ‘alim

10. Tajwid
Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu

peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ljarah ‘ala al-mandfi’ sebagai metode transaksi modern yang sering
dilakukan masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Pemanfaatan akad sewa dalam
beragam situasi adalah cara paling sederhana untuk memenuhi kebutuhan
sementara, seperti menyewa kamar hotel atau apartemen, yang menjadi solusi
untuk mencari tempat tinggal sementara tanpa harus memiliki properti secara
permanen. Hal ini juga berlaku untuk objek sewa lainnya. Beragam pihak
menyediakan sistem sewa untuk berbagai objek transaksi, yang merupakan cara
yang praktis bagi semua pihak untuk memenuhi kepentingan masing-masing.

Secara prinsip, akad sewa ini dapat dilakukan dengan mudah melalui
pemanfaatan objek sewa berdasarkan kesepakatan tanpa mengubah kepemilikan.
Dengan adanya perjanjian sewa, setiap pihak akan memenuhi hak dan kewajiban
yang harus disepakati. /jarah memiliki kesamaan dengan akad jual beli, tetapi
yang dipindahkan bukanlah hak kepemilikan, melainkan hak atas penggunaan
atau manfaat suatu aset atau jasa/pekerjaan. Aset yang disewakan sebagai mu jir
bisa berupa kendaraan, rumah, peralatan, dan sebagainya, karena yang dialihkan
hanya manfaat dari aset tersebut.

Dalam studi figh muamalah, kontrak sewa ialah salah satu al- ‘uqiid al-
musamma yang telah diakui secara sah dalam Al-Qur’an dan hadits sebagai
rujukan hukumnya. namun, para ulama figh memiliki pandangan yang berbeda
mengenai ijarah ini. Menurut pandangan para ulama, ijarah ialah sebagai
berikut yaitu:

Mazhab Hanafiyah, ijarah ‘ala al-mandfi’ sebagai kesepakatan yang
memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan manfaat dari suatu

barang atau jasa dengan imbalan yang



disepakati. Fokus utamanya terletak pada kejelasan mengenai manfaat yang
diberikan serta kompensasi yang diterima, agar akad berlangsung secara adil dan
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tanpa berpindahnya kepemilikan atas
barang tersebut.!

Pandangan yang tidak jauh berbeda juga muncul dalam Mazhab
Malikiah. Yang menekankan bahwa akad ijarah ‘ala al-mandfi’ memberikan
hak penggunaan atas manfaat suatu barang yang halal dalam jangka waktu
tertentu. Dalam hal ini, penyewa memang tidak memiliki barangnya, tetapi
berhak menikmati manfaatnya selama masa sewa. Imbalan yang diberikan
bukan berasal dari manfaat barang itu sendiri, melainkan merupakan bentuk
pembayaran atas hak penggunaan yang telah disepakati. >

Adapun Mazhab Syafi’iyah lebih menekankan pada aspek kejelasan
manfaat dan kepastian imbalan. Selama manfaat yang menjadi objek akad
bersifat halal, dapat diberikan secara nyata, dan tidak mengandung. unsur
ketidakjelasan (gharar), maka akad dianggap sah. Pendekatan ini menegaskan
pentingnya prinsip keadilan, kejelasan, dan kerelaan bersama dalam
menjalankan akad sewa menyewa sesuai dengan nilai-nilai syariat.’

Pandangan Mazhab Syafi’iyah mengenai ijdrah ‘ala al-mandfi’ sebagai
akad yang menekankan kejelasan manfaat dan imbalan, sejalan dengan pendapat
mayoritas ulama. Mayoritas ulama (jumhur) sepakat bahwa ijarah ‘ala al-
mandfi’ diperbolehkan (mubah) dalam Islam.* Mereka memahami bahwa objek
utama dalam akad ini bukanlah barangnya, melainkan manfaat atau keuntungan
yang dapat diperoleh dari barang atau jasa tersebut. Oleh karena itu, selama
manfaat tersebut jelas, halal, dan dapat diserahterimakan, maka akad ijarah

dapat dijalankan secara sah menurut syariat.

' Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 316.

2 Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 317.
3 Ibid, hlm. 319,

4 Abdul Rahman Ghazaly, dkk. Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 227.



Sedangkan dalam mazhab Hambaliah, akad ijarah ‘ala al-mandfi’
dibolehkan selama terpenuhi syarat-syarat pokok yang meliputi kejelasan
manfaat, harga sewa (ujrah), dan jangka waktu pelaksanaan. Salah satu aspek
penting dalam praktik ijarah adalah kejujuran dan keterbukaan (amanah wa
bayyinah) dalam pelaksanaan akad.’

Kesepakatan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional,
tetapi juga memiliki dasar yang kuat dalam A/-Qur’an, As-Sunnah, serta ijma’
(kesepakatan) para ulama. Namun, agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip
syariah, pelaksanaan akad ijarah ‘ala al-mandfi’ harus memenuhi sejumlah
rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Di antaranya,
manfaat yang disewakan harus halal dan dapat ditentukan secara konkret, harga
sewa (ujrah) harus ditetapkan dengan pasti, dan jangka waktu sewa harus
menjadi kesepakatan bersama antara kedua pihak.

Pengaturan pelaksanaan akad ini di Indonesia telah dijelaskan secara
rinci dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan ijarah.’ Fatwa tersebut
menegaskan pentingnya kejelasan atas manfaat (manfa’ah), transparansi dalam
penetapan harga sewa (ujrah), serta pemenuhan aspek legalitas syariah dalam
seluruh tahapan akad. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan kaidah figh muamalah,
yang menekankan bahwa setiap transaksi harus didasarkan pada kejelasan
(ta rif), keadilan, dan kerelaan (ridha) antara pihak-pihak yang terlibat dalam
akad.’

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, objek dalam
akad ijarah ‘ala al-mandfi’ adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau

jasa yang halal, dapat dinilai, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip

5 Ibnu Qudamabh, al-Mughni, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), him. 306.

6 Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DSN-MUI, ed. I,
(Jakarta: DSN-MUI & Bank Indonesia, 2003), hlm. 41-43.

7 Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2002), hlm. 117.



syariah. Manfaat tersebut harus dikenali secara spesifik untuk menghindari
jahalah yang dapat menimbulkan sengketa, termasuk kejelasan jangka waktu
dan sifat fisiknya. Imbalan atau upah sewa merupakan sesuatu yang dijanjikan
dan dibayarkan oleh penyewa kepada pihak penyedia, yang dapat berupa uang
atau manfaat lain yang sejenis dan sah secara jual beli. Fatwa ini juga
memperbolehkan fleksibilitas dalam penentuan nilai sewa berdasarkan waktu,
tempat, atau jarak sesuai kesepakatan.®

Penetapan harga sewa dalam akad ijarah ‘ala al-mandfi’ memiliki tujuan
utama untuk menciptakan keadilan dalam transaksi antara pihak penyewa
(musta jir) dan pihak yang menyewakan (mu ’jir). Konsep harga setara (al-
tsaman al-mitsli) menjadi landasan penting dalam menentukan nilai wjrah, di
mana harga tersebut terbentuk melalui kesepakatan terbuka antara pihak
penyewa dan penyedia manfaat yang adil dan tidak dipengaruhi oleh
kepentingan sepihak.’

Dalam perspektif figh muamalah, harga setara dianggap sebagai
representasi dari nilai yang wajar dan proporsional berdasarkan permintaan dan
penawaran yang sehat.!°Tujuan lainnya adalah untuk memastikan kelancaran
pelaksanaan akad dengan menjamin pemenuhan kewajiban moral dan finansial
masing-masing pihak, serta menghindari potensi ketimpangan informasi yang
dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penetapan harga ujrah dalam
ijjarah ‘ala al-mandfi’ tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan
nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum sesuai prinsip syariah.'!

Ujrah elemen sentral yang menandai adanya kompensasi atas

pemanfaatan manfaat barang tanpa memindahkan kepemilikannya. Ujrah dalam

8 Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dalam
Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI dan Bank
Indonesia, 2001, him. 55.

% Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 117.

19 Jka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif
Magqashid Al-Syari’ah, (Jakarta: Kencana, 2014), him 204.

' Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT
RajaGrafindo, 2012), hlm 358.



akad ijarah ‘ala al-mandfi’ sebagai bentuk imbalan yang diberikan oleh
penyewa kepada pihak pemilik barang yang dimanfaatkan atas suatu aset.
Dalam figh muamalah, ujrah harus memenuhi unsur kejelasan (za ’yin), baik dari
segi jumlah, jenis pembayaran, maupun waktu pelunasannya, guna menghindari
unsur gharar (ketidakpastian) sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.
09/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa wujrah dapat
berupa uang atau manfaat lain yang sah dalam syariat. Dan terdapat dua bentuk
ujrah yang dikenal dalam praktik figh, yaitu wjrah al-misli (upah berdasarkan
standar umum) dan wjrah al-musamma (upah yang telah disebutkan secara
eksplisit dalam akad). Dalam penerapannya, ujrah wajib disepakati bersama
oleh kedua belah pihak melalui prinsip musyawarah, kerelaan (ridha), dan
keterbukaan. Kejelasan ujrah ini menjadi syarat sah dalam akad ijarah ‘ala al-
mandfi’.\?

Aparatur Gampong seperti keuchik, sekretaris, dan perangkat lainnya
memiliki peran strategis dalam menjamin pelaksanaan lelang sewa tanah
berjalan sesuai prinsip syari’ah. Mereka tidak hanya bertindak sebagai pengelola
administratif, tetapi juga menjadi pengawal transparansi, legalitas, dan keadilan
dalam keseluruhan proses lelang. Peran mereka mencakup penyusunan
mekanisme lelang berdasarkan musyawarah masyarakat, verifikasi status
kepemilikan tanah, serta pengumuman lelang secara terbuka kepada publik.
Dalam pelaksanaannya, aparatur bertindak sebagai panitia lelang yang mencatat
peserta, memimpin penawaran, dan menetapkan pemenang berdasarkan harga
tertinggi yang sah menurut syariah.'?

Setelah proses lelang diselesaikan, tanggung jawab pun beralih kepada
aparatur gampong untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
perjanjian, terutama terkait pembayaran wujrah dan penggunaan tanah sesuai

kesepakatan. Dengan demikian, keterlibatan aparatur gampong menjadi kunci

12 Helmi Karim, Figh Mu’amalah (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm 29.
13 Hasil Wawancara dengan Suhaimi, Penyewa, Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng, Tanggal 2 Juli 2025, di Gampong Ruseb, Kecamatan Trienggdeng.



utama dalam menjaga kesesuaian antara pelaksanaan lelang dan prinsip ijarah
‘ala al-mandfi’. Hal ini mencerminkan nilai amanah, maslahah, dan keterbukaan
dalam pengelolaan aset publik, serta mendukung terwujudnya keadilan dan
kepastian hukum dalam masyarakat. '* Dengan demikian, pengelolaan aset
gampong berupa tanah, yang dilakukan melalui sistem lelang, memerlukan
perhatian khusus agar tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga sah
secara hukum dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu pendekatan
yang relevan dalam kajian ini adalah melalui perspektif akad ijarah ‘ala al-
mandfi’, yaitu akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang, yang telah diakui
dan diterapkan secara luas dalam tradisi figh muamalah.

Dalam hal ini, pelaksanaan lelang sewa tanah oleh Gampong Ruseb kec.
Trienggadeng menjadi penting untuk dianalisis keabsahannya, baik dari sisi
normatif Islam maupun hukum positif. akad ijarah ‘ala al-mandfi’ yang
dilaksanakan melalui sistem lelang pada dasarnya dapat dinyatakan sah apabila
memenuhi seluruh rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.
Keabsahan akad ini bergantung pada terpenuhinya empat unsur utama, yakni
pelaku akad (mujir dan musta’jir), objek akad (manfaat dari tanah), wjrah
(harga sewa), dan sighat (ijab-qabul). Keempat unsur tersebut tidak hanya
merupakan fondasi dari akad ijarah ‘ala al-mandfi’ itu sendiri, melainkan juga
menjadi tolak ukur yang menentukan apakah suatu transaksi benar-benar sahih
(shahih) dan mengikat (mulzim).”

Pertama, pihak Gampong selaku mu jir harus memiliki legalitas dan
otoritas penuh atas tanah yang akan disewakan. Dalam kerangka hukum
nasional, pengelolaan tanah desa telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Lelang. Kedua regulasi tersebut memberikan

14 Hasil Wawancara dengan Muhammad, Tuha Peut Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng, pada Tanggal 31 Maret 2025, di Gampong Ruseb, Kecamatan Trienggdeng.

15 Imam Nawawi, Al-Majmii’ Syarh al-Muhadzdzab, jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002),
hlm. 219.



dasar hukum bagi desa untuk menyewakan asetnya, termasuk melalui sistem
lelang yang terbuka dan akuntabel. '

Kedua, objek akad ijarah ‘ala al-mandfi’ harus berupa manfaat yang
jelas dan dapat diidentifikasi, bukan kepemilikan atas tanah itu sendiri. Dalam
konteks ini, tanah hanya menjadi media untuk memperoleh manfaat tertentu
(seperti hasil pertanian), dan manfaat tersebut harus dijelaskan secara rinci,
termasuk lokasi, luas lahan, durasi sewa, dan tujuan penggunaan. Kejelasan ini
penting untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian), yang dapat
membatalkan akad secara syar’i.!”

Ketiga, ujrah atau nilai sewa wajib ditentukan secara transparan dan adil.
Dalam pelaksanaan lelang, harga ini diperoleh melalui proses penawaran
terbuka, yang secara prinsip sesuai dengan sistem muamalah Islam, selama tidak
mengandung unsur manipulatif seperti najasy (penawaran palsu), penipuan
(tadlis), atau ketimpangan informasi yang merugikan salah satu pihak.'®

Keempat, akad harus disempurnakan melalui sighat berupa ijab dan
qabul yang dilakukan secara sah oleh kedua belah pihak. Dalam praktik lelang,
sighat ini umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis setelah
pemenang lelang ditetapkan. Sepanjang dilakukan secara ridha (saling setuju)
dan tanpa unsur paksaan, maka akad tersebut dianggap sah secara syariah. '’

Dengan mengkaji seluruh unsur di atas secara komprehensif, maka
pelaksanaan lelang sewa tanah milik Gampong Ruseb dapat dinyatakan sah
menurut figh muamalah, sepanjang tetap mengedepankan prinsip-prinsip

transparansi, keadilan, dan kebermanfaatan bersama.

16 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76;
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Lelang, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020.

17 Dhulfagar Rahmat, Tinjauan Figh Muamalah terhadap Praktik Sewa Secara Lelang
(Banda Aceh: Ar-Raniry Repository, 2020), him. 61-62.

8Rizka Munawarah, Hasnul Arifin Melayu, dan Nurul Fitria, “Pricing System in Land
Leasing in Review of ljarah ‘Ala al-Mandfi’ Contract: A Case Study in Aceh Besar,” JURISTA:
Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 1 (2024), hlm. 396..

¥ Twandi, Irfan, dan Khairul Anwar, “Ijarah 'Ala al-Manafi’,” Jurnal UMSU, Vol. 1,
No. 2 (2018): 55.



Dalam konteks akad ijarah ‘ala al-mandfi’, pelaksanaan lelang atas aset
gampong memiliki kesesuaian dengan prinsip wujrah, karena nilai sewa
ditentukan secara kompetitif melalui penawaran terbuka. Hal ini memungkinkan
tercapainya keadilan dan kerelaan dari kedua belah pihak, di mana penyewa
mengetahui manfaat yang akan diperoleh dan harga yang ia bayarkan, sementara
pihak gampong sebagai pemilik manfaat memperoleh kompensasi yang layak
tanpa rekayasa harga. Dengan demikian, sistem lelang tidak hanya selaras
dengan hukum positif, tetapi juga dapat diakui secara fikih sebagai bagian dari
akad ijdrah ‘ala al-mandfi 'yang sah.?°

Di wilayah Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi
Aceh, praktik pemanfaatan tanah milik gampong melalui sistem sewa
merupakan bagian dari tradisi pengelolaan aset desa yang telah berlangsung
secara turun-temurun. Tanah tersebut umumnya merupakan tanah kas desa, baik
yang berasal dari warisan adat, tanah pelungguh, maupun hasil wakaf, yang
dikelola oleh aparat Gampong untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat, serta untuk menambah pendapatan asli Gampong (PAG).

Dalam praktiknya, beberapa gampong di Kecamatan Trienggadeng,
termasuk Gampong Ruseb, menerapkan tata cara pemilihan penyewa melalui
proses lelang terbuka. Proses ini lazim dikenal masyarakat sebagai bentuk
musyawarah ekonomi yang terbuka dan melibatkan banyak orang.
Pelaksanaannya dilakukan secara rutin, biasanya satu kali dalam satu hingga dua
tahun, tergantung pada masa manfaat dari lahan yang akan disewakan. Informasi
terkait lelang, seperti lokasi, luas tanah, dan durasi sewa, diumumkan kepada
masyarakat melalui papan informasi desa, pengumuman di masjid, atau

musyawarah gampong.?!

2 Dhulfagar Rahmat, Tinjauan Figh Muamalah terhadap Praktik Sewa secara Lelang
pada Depot Air Milik Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) (Studi Kasus: Desa Padang Kleng
Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya) (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022), him.
61-62.

21 Hasil Wawancara dengan Muhammad, Tuha Peut Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng, pada Tanggal 31 Maret 2025, di Gampong Ruseb, Kecamatan Trienggdeng.



Seluruh alur pelaksanaan dipimpin oleh Keuchik (kepala desa), bersama
Tuha Peut dan panitia Gampong lainnya, serta disaksikan oleh tokoh adat dan
perwakilan masyarakat. Penetapan harga sewa tanah milik gampong tidak
dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan sejumlah faktor
pertimbangan, pertimbangan tersebut mencakup luas dan lokasi tanah yang
menentukan nilai strategis lahan, jenis serta tujuan pemanfaatan yang
memengaruhi besarnya manfaat yang diambil, kondisi fisik dan produktivitas
lahan yang mencerminkan kesiapan penggunaan, serta harga pasar setempat
sebagai pembanding. Selain itu, potensi keuntungan yang diperoleh penyewa
dan kemampuan ekonomi masyarakat juga menjadi pertimbangan, agar harga
yang ditetapkan tetap adil dan terjangkau.’’Keseluruhan pertimbangan tersebut
dirumuskan melalui musyawarah bersama antara aparatur gampong dan tokoh
masyarakat guna mencapai kesepakatan yang sah dan berkeadilan.?’

Setelah itu para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan
penawaran secara tertulis melalui lembar formulir yang disediakan oleh panitia
lelang. Setelah seluruh peserta menuliskan nominal penawaran mereka, kertas
tersebut dikumpulkan, lalu dibuka dan dibacakan satu per satu secara terbuka
oleh panitia di hadapan peserta lainnya. Penawar tertinggi kemudian ditetapkan
sebagai penyewa, dengan ketentuan memenuhi syarat administratif dan
kesanggupan membayar. Setelah proses ini selesai, dilakukan penandatanganan
perjanjian sewa antara pihak gampong dan penyewa sebagai bentuk pengikatan
hukum secara sosial dan administratif.>*

Ditinjau dari perspektif figih muamalah, praktik ini sejalan dengan

konsep akad ijarah ‘ala al-manafi’, yaitu akad sewa atas manfaat barang. Dalam

22 Hasil Wawancara dengan Nurdin, Pihak penyewa dari Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng, Tanggal 6 April 2025, di Gampong Ruseb, Kecamatan Trienggdeng.

2 Hasil Wawancara dengan M. Nasir, Keuchik Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng, Tanggal 6 April 2025, di Gampong Ruseb, Kecamatan Trienggdeng.

24 Hasil Wawancara dengan Ibnu Hajar, Tuha Peut Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng, Tanggal 7 April 2025, di Gampong Ruseb, Kecamatan Trienggdeng.
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hal ini, tanah tidak dijual, melainkan hanya manfaat penggunaannya yang
dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan yang
disepakati (ujrah). Selama seluruh unsur dan syarat akad ijarah ‘ala al-mandfi’
terpenuhi yakni adanya kejelasan manfaat, waktu, nilai sewa, dan kerelaan
antara dua pihak maka praktik ini dapat dikategorikan sebagai sah menurut figh
muamalah. Selain itu, praktik ini juga tidak bertentangan dengan ketentuan
hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan
aset desa.?> Namun demikian, meskipun pelaksanaan sewa tanah melalui sistem
lelang namun potensi problematika yang perlu dicermati secara kritis. Beberapa
persoalan yang kerap muncul dalam penetapan harga sewa secara lelang antara
lain berkaitan dengan aspek keabsahan akad, transparansi proses, dan prinsip
keadilan, sebagaimana menjadi perhatian ulama dalam figh muamalah.

Prinsip keadilan tersebut diimplementasikan secara nyata melalui
mekanisme pelaksanaan lelang sewa tanah sebagai aset Gampong Ruseb Kec.
Trienggadeng, yang diawali dengan pemeriksaan dan penegasan status tanah
sebagai aset gampong yang sah melalui pencatatan dalam buku inventaris,
dengan penentuan batas lahan yang jelas, serta konfirmasi bebas sengketa
sebagai dasar kepastian hukum objek akad. Pihak aparatur gampong harus
menetapkan harga awal sebagai limit atas nilai objek sewa yang ditetapkan
melalui mekanisme dengan prosedur musyawarah aparatur gampong bersama
tokoh  masyarakat Gampong  Ruseb = Kec. Trienggadeng  dengan
mempertimbangkan luas, lokasi, kondisi, produktivitas, dan harga pasar
setempat. Realitas keadaan tanah yang akan disewakan mutlak dianalisis dengan
prinsip-prinsip ekonomi dan juga prinsip al-tsaman al-mitsli. Penetapan limit
harus dilakukan untuk memastikan nilai ujrah adil.

Setelah nilai limit disepakati maka selanjutnya diumumkan secara

terbuka melalui media informasi gampong yang memuat rincian objek, harga

%5 Hasil Wawancara dengan Muhammad Awahab, Masyarakat, Gampong Ruseb,
Kecamatan Trienggadeng, Tanggal 1 April 2025, di Gampong Ruseb, Kecamatan Trienggdeng.
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awal, syarat peserta, dan jadwal pelaksanaan, lalu proses penawaran
dilaksanakan di balai gampong dipimpin keuchik dan disaksikan pihak terkait
dengan penawaran tertulis yang dibuka secara terbuka hingga penawar tertinggi
yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai pemenang.

Permasalahan terkait penetapan nilai harga sewa tanah milik Gampong
Ruseb kec. Trienggadeng yang dalam praktiknya melalui mekanisme lelang
diindikasikan belum sepenuhnya mencerminkan nilai harga tidak sesuai dengan
realitas dan prinsip keadilan. Hal ini dapat terlihat dari kemungkinan adanya
harga sewa yang tidak sebanding dengan nilai manfaat tanah, proses lelang yang
belum sepenuhnya transparan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji
lebih dalam permasalahan ini melalui penelitian berjudul: “Penetapan Harga
Tanah Milik Gampong Ruseb Kecamatan Trienggadeng Secara Lelang
Menurut Konsep Ujrah Pada Akad Ijdgrah ‘Ala Al-Mandfi.””

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan harga sewa yang dilakukan oleh aparatur Gampong
Ruseb, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya untuk
penyewaan tanah menggunakan sistem lelang?

2. Bagaimana penetapan harga awal sebagai limit oleh aparatur Gampong
Ruseb, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya untuk
penyewaaan tanah menggunakan sistem lelang?

3. Bagaimana penerapan konsep ujrah dalam akad ijarah ala al-manafi
pada proses lelang harga sewa tanah milik Gampong Ruseb, Kecamatan

Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya?
C. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga sewa yang dilakukan
oleh aparatur Gampong Ruseb, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten

Pidie Jaya dalam penyewaan tanah melalui sistem lelang.
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2. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga awal (limif) yang
dilakukan oleh aparatur Gampong Ruseb, Kecamatan Trienggadeng,
Kabupaten Pidie Jaya dalam penyewaan tanah melalui sistem lelang.

3. Untuk menganalisis penerapan konsep ujrah dalam akad ijarah ‘ala al-
mandfi pada proses lelang harga sewa tanah milik Gampong Ruseb,
Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.

D. Penjelasan Istilah

Penjabaran mengenai istilah yang ada dalam rangkaian judul “Penetapan
Harga Tanah Milik Gampong Ruseb Kecamatan Trienggadeng Secara Lelang
Menurut Konsep Ujrah Akad Ijarah ‘Ala Al-Manafi™ skripsi ini untuk
menegaskan definisi operasional variabel. Dengan adanya penjelasan
operasional variabel maka pembahasan skripsi ini akan lebih terarah dan sesuai
dengan inti pembahasan dalam penelitian ini. Berikut adalah istilah-istilah yang
penulis jelaskan secara literal:
1. Penetapan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penetapan adalah
“proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan, pengangkatan, pelaksanaan”
dan dalam hukum diartikan sebagai tindakan sepihak menentukan kaidah
hukum konkret yang berlaku khusus.”?® Penetapan dalam penelitian ini
adalah proses yang dilakukan oleh aparatur Gampong Ruseb untuk
menentukan berapa harga sewa tanah yang akan diberlakukan. Penetapan ini
dilakukan melalui musyawarah bersama dan hasilnya menjadi keputusan
resmi yang harus dipatuhi. Secara sederhana, penetapan ini penting karena
menjadi dasar sahnya perjanjian sewa menurut hukum Islam, yaitu harga
sewa (ujrah) harus jelas, adil, dan disepakati bersama agar tidak
menimbulkan kecurangan atau ketidakjelasan di kemudian hari.

2. Tanah Milik Gampong

26 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, diakses secara online pada 13 Juli 2025, https://kbbi.web.id/penetapan.
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Tanah milik Gampong atau sering disebut sebagai tanah kas desa
merupakan bagian dari kekayaan milik Gampong yang dikelola secara
kolektif dan diperuntukkan bagi kemaslahatan warga desa. Menurut Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tanah milik desa
termasuk dalam kategori aset desa yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi produktif
dan pengembangan usaha desa.?’

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan tanah milik gampong
adalah tanah yang merupakan aset Gampong Ruseb yang dikelola oleh
pemerintahan gampong untuk kepentingan masyarakat Gampong Ruseb dan
kepemilikannya tidak boleh dialihkan secara individu.

3. Lelang

Lelang adalah salah satu metode distribusi hak guna barang yang
dilakukan dengan cara menawarkan kepada banyak pihak secara terbuka
untuk memperoleh penawaran terbaik. Menurut Peraturan Menteri
Keuangan No. 213/PMK.06/2020, lelang adalah “penjualan atau penyewaan
secara terbuka kepada umum dengan penawaran harga secara tertulis atau
lisan.?8” Dalam hukum Islam, proses lelang ini dikenal dengan istilah
muzayadah. Imam Nawawi menyatakan bahwa lelang diperbolehkan selama
tidak terdapat unsur najasy (penawaran palsu), penipuan, atau rekayasa
harga untuk menyesatkan peserta lelang lainnya.?’

Lelang dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan oleh
aparatur Gampong Ruseb untuk menentukan penyewa tanah melalui sistem
penawaran terbuka, aparatur Gampong Ruseb Kec. Trienggadeng

mengumumkan harga awal sewa dan calon peserta yang memberikan

2" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 76,
diakses 21 Juni 2025, dari https://peraturan.bpk.go.id.

28 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang
Lelang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020.

2 Imam Nawawi, AI-Majmii’ Syarh al-Muhadzdza Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002),
hlm 219.
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penawaran tertinggi menjadi pemenang. Lelang juga bertujuan mencegah
terjadinya praktik monopoli oleh pihak tertentu dan memastikan bahwa hak
guna tanah benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang mampu memberikan
kontribusi ekonomi terbesar bagi desa.

4. Konsep Ujrah

Ujrah adalah kompensasi atau imbalan yang dibayarkan atas jasa
atau manfaat yang diberikan, baik berupa pekerjaan maupun penggunaan
suatu benda. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa wjrah adalah
kewajiban finansial yang wajib dibayarkan oleh musta jir (penyewa) kepada
mu jir (pemilik manfaat) karena telah mengambil manfaat dari suatu barang
atau jasa dalam batas waktu tertentu.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan ujrah adalah sejumlah
uang yang dibayarkan oleh penyewa kepada gampong sebagai imbalan atas
pemanfaatan tanah milik gampong. Harga sewa ini mencerminkan nilai
manfaat dari tanah yang disewakan, dan harus ditetapkan secara jelas, adil,
serta disepakati sejak awal agar akad ijarah sah menurut syariah. Jika harga
sewa tidak transparan atau ditentukan sepihak, maka akad bisa dianggap
cacat karena mengandung unsur garar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam
Islam.

5. Akad ljarah ‘Ala al-Mandfi’

Akad ijarah ‘ala al-mandfi’ adalah bentuk akad sewa menyewa atas
manfaat dari suatu benda, bukan atas kepemilikannya. Akad ini
diperbolehkan oleh seluruh mazhab figih dan telah menjadi praktik umum
dalam kegiatan ekonomi Islam sejak masa klasik. Dalam akad ini, mu Jjir

tidak menyerahkan barang sebagai milik, tetapi memberikan hak kepada

30 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh al-Islémi wa Adillatuhu Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr,
2007), hlm. 3531.
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penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dalam waktu tertentu dengan
imbalan tertentu (ujrah).?!

Dalam penelitian ini akad ijarah ‘ala al-mandfi’ dalam penelitian ini
adalah akad sewa menyewa antara Gampong Ruseb kecamatan
Trienggadeng sebagai pemilik tanah dan masyarakat sebagai penyewa, di
mana yang disewakan bukan tanahnya, tetapi manfaat penggunaan tanah

(seperti untuk pertanian) dalam waktu tertentu dengan imbalan (ujrah).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi posisi penelitian ini
dalam kaitannya dengan studi-studi sebelumnya, guna menghindari duplikasi
dan untuk memperkuat orisinalitas serta urgensi topik. Penelitian mengenai
penetapan harga sewa tanah milik gampong secara lelang menurut konsep ujrah
dalam akad ijdrah ‘ala al-mandfi’ masih sangat terbatas dijumpai, khususnya
yang mengkaji keterpaduan antara regulasi gampong (hukum positif) dengan
prinsip fikih muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat
memperkaya literatur tentang praktik pengelolaan aset desa dalam bingkai akad
syariah yang sah dan berkeadilan. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang
berkaitan, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Syeichu Nabiela Darusman (2022)
Mahasiswa Prodi HES Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda

31Rizka Munawarah, Hasnul Arifin Melayu, dan Nurul Fitria, “Pricing System in Land
Leasing in Review of Ijarah ’Ala al-Manafi’,” Jurnal Jurista: Hukum dan Keadilan ”, Vol. 8, No.
1 (Juni 2024), hlm 396-397.
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Aceh, berjudul “Sistem Penetapan Harga Sewa Sawah di Kalangan Masyarakat
Tani Kecamatan Pasie Raja dalam Perspektif Akad ljarah ‘Ala al-Manafi.”
Penelitian ini mengkaji praktik sewa-menyewa sawah milik pribadi yang
dilakukan secara langsung dan informal di kalangan masyarakat petani.
Penelitian ini relevan karena meninjau keabsahan akad ljarah ‘Ala al-Mandafi
serta unsur ujrah dalam sewa lahan.

Persamaan penelitian terdahulu maupun penelitian ini mengacu pada
penggunakan konsep akad ijarah ‘ala al-mandfi’ sebagai kerangka teoritis
dalam menelaah praktik sewa-menyewa tanah. Fokus utamanya adalah pada
pemanfaatan manfaat atas tanah sebagai objek sewa, bukan perpindahan
kepemilikan. Selain itu, kedua penelitian ini mengkaji pentingnya kejelasan
manfaat, nilai sewa (ujrah), serta kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak
yang menyewakan, sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Namun,
perbedaannya terletak pada sistem penetapan harga yang bersifat musyawarah
non-administratif dan memakai system lelang, serta objek tanah penelitian
sebelumnya dimiliki perorangan, bukan milik desa.*

Kedua, skripsi karya Kolipatul Muhdi (2013) dari UIN Walisongo
Semarang, berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa
Lahan Pertanian di Desa Getasrejo, Kecamatan Grobogan.” Penelitian ini
membahas tentang praktik sewa tradisional yang dilakukan tanpa kejelasan
manfaat, waktu, dan harga tetap.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama
menggunakan akad ijarah, serta tantangan kejelasan dalam sistem pembayaran

dan hak kedua belah pihak. Adapun perbedaan dalam penelitian penulis lebih

32 Syeichu Nabiela Darusman, Sistem Penetapan Harga Sewa Sawah di Kalangan
Masyarakat Tani Kecamatan Pasie Raja dalam Perspektif Akad Ijarah ‘Ala al-Manafi’, Skripsi,
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda
Aceh, 2022.
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fokus pada ketidakpastian hasil panen dalam konteks hukum Islam secara umum,
tanpa membahas integrasi dengan kebijakan desa seperti lelang aset desa.*?

Ketiga, skripsi Nur Aisyah (2021) dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang
berjudul Pengelolaan Aset Desa Berupa Tanah Kas Desa Ditinjau dari
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini sangat berkaitan
karena mengulas tentang tanah kas desa dikelola berdasarkan ketentuan negara
dan fikih Islam.

Persamaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu
keduanya terletak pada dualistik (hukum negara dan syariah), dan objek yang
sama, yaitu tanah desa. Adapun perbedaannya, penelitian ini tidak secara khusus
membahas sistem lelang sebagai mekanisme penetapan harga.>*

Keempat, skripsi Zulfikar Ramadhan (2020) dari IAIN Purwokerto
berjudul Pelaksanaan Lelang Tanah Kas Desa Ditinjau dari Hukum Islam
(Studi di Desa Kertanegara, Jawa Tengah). Penelitian ini relevan secara
langsung karena mengkaji lelang tanah milik desa dengan pendekatan akad
muzayadah dan ijarah dalam Islam.

Persamaan paling kuat terletak pada sistem lelang sebagai metode
penetapan wujrah dan legalitas akadnya menurut Islam. Namun perbedaannya,
penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam aspek administratif formal dalam
praktik di Aceh yang memiliki struktur adat tersendiri seperti Keuchik dan Tuha
peut.35

Kelima, skripsi Ika Rohmawati (2022) dari UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang berjudul Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Lelang

33 Kolipatul Muhdi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Menyewa Lahan
Pertanian di Desa Getasrejo, Kecamatan Grobogan, Skripsi, (Semarang: Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, 2013)

34 Nur Aisyah, Pengelolaan Aset Desa Berupa Tanah Kas Desa Ditinjau dari Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, 2021)

33 Zulfikar Ramadhan, Pelaksanaan Lelang Tanah Kas Desa Ditinjau dari Hukum Islam
(Studi di Desa Kertanegara, Jawa Tengah), Skripsi, (Purwokerto; Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto, 2020)
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Tanah Kas Desa di Desa Pelem Kecamatan Jombang. Skripsi ini membahas
tentang harga lelang ditetapkan dalam penyewaan tanah desa serta
menganalisisnya dari perspektif keadilan dan prinsip-prinsip fikih muamalah.
Penelitian ini sangat sejalan dengan fokus penulis, terutama dalam hal evaluasi
keabsahan penetapan harga dan keterbukaan lelang sebagai syarat sahnya akad
ijarah. Namun, latar sosial budaya yang berbeda antara Jawa dan Aceh
menjadikan pendekatan lokal (kearifan gampong) dalam penelitian ini sebagai
pembeda utama.>®

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada
penggunaan konsep ujrah sebagai imbalan dalam akad ijarah serta rujukan pada
Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Namun, perbedaannya adalah
penelitian ini secara khusus membahas tentang mekanisme penetapan harga
sewa melalui sistem lelang di tingkat kelembagaan Gampong, dengan fokus
pada penerapan prinsip musyawarah, keterbukaan, dan keadilan dalam konteks
sosial masyarakat lokal.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat
ditegaskan bahwa penelitian ini dengan judul Penetapan Harga Tanah Milik
Gampong Ruseb Kecamatan Trienggadeng Secara Lelang Menurut Konsep
Ujrah Akad [jarah ‘Ala Al-Mandfi tidak mengandung unsur plagiarisme
maupun duplikasi, karena memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda secara
substansial, sehingga layak untuk dilanjutkan dalam bentuk riset.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur yang disusun secara
sistematis sebagai pedoman bagi penulis dalam mengkaji dan menganalisis
permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, proses penelitian dilaksanakan

melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan sebagai berikut:

36 Jka Rohmawati, Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Harga Lelang Tanah Kas
Desa di Desa Pelem Kecamatan Jombang, Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2022)
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Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang atau kerangka berpikir
yang digunakan peneliti dalam melihat, mengkaji, dan menganalisis suatu
permasalahan. Dalam konteks penelitian hukum, pendekatan ini menjadi
dasar metodologis yang memengaruhi bagaimana data dikumpulkan,
dianalisis, dan disimpulkan. Pendekatan dipilih sesuai dengan karakteristik
masalah yang diteliti, serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis, yakni
gabungan antara kajian teoritis terhadap norma-norma fikih muamalah
(aspek normatif), serta pengamatan terhadap realitas sosial yang terjadi di
lapangan (aspek sosiologis).

Pendekatan normatif digunakan untuk menelaah dasar hukum akad
ijjarah ‘ala al-manafi’ dan prinsip wjrah sebagaimana dijelaskan dalam
literatur fikih klasik maupun kontemporer, serta berdasarkan Fatwa DSN-
MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ijarah.

Pendekatan sosiologis diterapkan untuk memahami prilaku aparatur
gampong bersama masyarakat menjalankan sistem lelang dalam menentukan
harga sewa atas tanah milik gampong. Pendekatan ini memungkinkan
peneliti untuk menganalisis implementasi norma-norma syariah dalam
konteks lokal, serta mengkaji sejauh mana nilai-nilai keadilan, transparansi,
dan musyawarah diterapkan dalam praktik penyewaan aset publik di tingkat
gampong.

Jenis Penelitian

Penelitian 1ni digolongkan sebagai riset kualitatif dengan
menggunakan model analisis deskriptif, yang bertujuan untuk
menggambarkan proses pelelangan termasuk mekanisme penetapan harga

pada objek lelang berupa tanah Gampong Ruseb kecamatan Trienggadeng,
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tata cara penyewaan yang diterapkan oleh aparatur gampong, serta prinsip
ujrah dalam praktik akad ijarah ‘ala al-mandfi’. Penelitian kualitatif dipilih
karena dapat menggambarkan dinamika sosial, nilai-nilai adat, serta
kebijakan administratif aparatur Gampong yang tidak dapat dijelaskan hanya
melalui angka atau statistik, tetapi perlu dipahami melalui narasi dan
interpretasi konteks sosial keagamaan masyarakat.

Melalui pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi,
penelitian ini berusaha merepresentasikan realitas sosial serta nilai-nilai
keadilan yang tercermin dalam mekanisme penetapan harga sewa (ujrah)
dalam akad ijarah ‘ala al-mandfi’ menurut perspektif fikih muamalah.
Sumber Data

Sumber data adalah semua jenis data yang berhubungan secara
langsung dengan topik penelitian, meliputi berbagai elemen masalah dan
metode untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam
menganalisis serta menyelesaikan isu yang diteliti, baik dengan
menggunakan data primer maupun sekunder. Sumber informasi memiliki
peranan yang krusial untuk mendapatkan hasil yang akurat dan objektif,
sehingga penelitian yang dilaksanakan dapat memenuhi kriteria ilmiah yang
berlaku. Berikut ini penulis akan menjelaskan kategori data yang dimaksud,
yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari
sumber utama melalui proses pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti
tanpa perantara. Karena berasal dari sumber pertama, data ini belum
mengalami pengolahan maupun penafsiran oleh pihak lain, sehingga
tingkat keabsahannya sangat dipengaruhi oleh ketepatan teknik
pengumpulan data dan kecermatan peneliti dalam menganalisisnya.
Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui penelitian

lapangan (field research) dengan menggunakan teknik wawancara serta
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dokumentasi yang dilakukan secara langsung di Gampong Ruseb,
Kecamatan Trienggadeng.

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan Informan yang
dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung dalam
proses penetapan harga sewa dan pelaksanaan lelang tanah milik
gampong Ruseb Kec. Trienggadeng agar data yang diperoleh benar-
benar menggambarkan praktik aktual serta mencerminkan sudut pandang
dari berbagai pihak terkait secara menyeluruh dan mendalam. Selain itu,
teknik dokumentasi diterapkan dengan cara mengkaji dokumen-
dokumen milik gampong, peraturan gampong, dan catatan hasil
musyawarah, serta arsip internal aparatur gampong yang berkaitan
dengan penetapan harga melalui lelang. Adapun responden yang
diwawancarai sebanyak 13 Informan, yang terdiri dari 2 aparatur
gampong yang menjabat sebagai Tuah Peut, 1 Keuchik dari Gampong
yang sama, dan 1 masyarakat dari Gampong Ruseb kecamatan
Trienggadeng, serta 10 orang pihak penyewa yang menggunakan sistem
lelang. Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan, seluruh informasi dicatat secara rinci dan
sistematis sebagai dasar dalam proses analisis lebih lanjut dalam
penelitian ini.

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berperan sebagai data yang
digunakan untuk membuat konsep menurut fikih- dan memperkuat
analisis terhadap praktik penetapan harga sewa tanah milik Gampong
Ruseb Kecamatan Trienggadeng secara lelang. Data sekunder tersebut
diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya, seperti
ketentuan hukum adat, fatwa DSN-MUI, serta literatur-literatur yang
relevan dengan akad ijdrah ‘ala al-mandfi’ dan konsep wujrah dalam

transaksi sewa-menyewa.
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Pemanfaatan data sekunder dalam penelitian ini bertujuan untuk
memberikan landasan teoritis dan yuridis terhadap temuan lapangan
yang diperoleh melalui wawancara. Data sekunder ini dianalisis untuk
mengkaji secara mendalam konsep ijdrah ‘ala al-mandfi’, prinsip-
prinsip ujrah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan
pengumpulan data dan informasi yang relevan dengan fokus kajian.
Penelitian ini dilaksanakan di Gampong Ruseb, Kecamatan Trienggadeng,
Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Pemilihan Gampong Ruseb sebagai
lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa gampong ini secara
aktif melaksanakan praktik penyewaan tanah milik gampong melalui
mekanisme lelang terbuka, yang menjadi bagian dari tradisi pengelolaan aset
desa untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan lelang sewa tanah di Gampong Ruseb
kecamatan Trienggadeng melibatkan aparatur gampong secara langsung
dalam proses musyawarah, penetapan harga, serta pengawasan pelaksanaan
akad sewa. Hal ini menjadikan Gampong Ruseb kecamatan Trienggadeng
sebagai konteks yang relevan untuk dikaji dari perspektif konsep ujrah pada
akad ijarah ‘ala al-mandfi’, khususnya dalam menilai kesesuaian antara
praktik lelang yang berlangsung dengan prinsip-prinsip syariah dan
ketentuan hukum positif yang berlaku.

5. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu
wawancara (interview), dan dokumentasi dan kata yang objektif dan valid
sesuai dengan standar penelitian ilmiah.
a. Wawancara
Wawancara merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan guna

memperoleh informasi, atau pengalaman seseorang melalui proses tanya
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jawab. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara tatap muka
langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penetapan harga
sewa tanah milik Gampong Ruseb kecamatan Trienggadeng, khususnya
yang berhubungan dengan sistem lelang dan penerapan konsep wujrah
dalam akad ijarah ‘ala al-mandfi’, dan wawancara dilakukan dengan
menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu
sesuai kebutuhan penulis, namun tetap memberikan ruang bagi Informan
untuk menjelaskan secara mendalam pengalaman dan pandangannya,
Informan dipilih secara purposive, yaitu mereka yang dianggap memiliki
pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap praktik lelang tanah,
termasuk 1 Keuchik Gampong, 2 aparatur gampong yang menjabat
sebagai Tuah Peut, 10 orang penyewa tanah (mustajir), serta 1 tokoh
masyarakat yang memahami tradisi serta regulasi lokal.

Wawancara ini difokuskan untuk menggali informasi tidak hanya
dalam aspek teknis, tetapi juga mencakup pemahaman normatif, sosial,
dan etis para pelaku terhadap konsep wujrah dan akad ijarah ‘ala al-
mandfi’. Materi yang digali meliputi pelaksanaan lelang, sistem
penetapan harga, dan proses musyawarah dalam menentukan harga awal
(limif), serta peran aparatur Gampong Ruseb Kecamatan Trienggadeng
dalam menjaga transparansi dan keadilan. Dan seluruh hasil wawancara
didokumentasikan melalui catatan lapangan dan rekaman suara untuk

menjaga keakuratan data.

. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode dalam pengumpulan
data kualitatif yang dilakukan dengan menelaah, menganalisis, atau

mempelajari dokumen-dokumen yang disusun oleh subjek penelitian
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maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan lelang
penyewaan tanah milik Gampong Ruseb kecamatan Trienggadeng.’’
Dokumen yang dikumpulkan mencakup berita acara musyawarah
penetapan harga awal (/imit), catatan pengumuman waktu lelang yang
disampaikan melalui pengeras suara gampong, daftar hadir peserta dan
panitia lelang, berita acara penetapan pemenang lelang, bukti
pembayaran ujrah oleh pemenang, serta dokumen akad ijarah ‘ala al-
mandfi’yang digunakan sebagai dasar hukum pemanfaatan tanah. Data
ini bertujuan untuk mendukung analisis terhadap kesesuaian proses
penetapan harga sewa tanah dengan prinsip-prinsip dalam akad ijarah
‘ala al-mandfi’, khususnya terkait aspek kejelasan manfaat, keadilan,
dan transparansi dalam penetapan ujrah.
6. Langkah Analisis Data

a. Tahap awal dalam proses penelitian dimulai dengan dilakukan dengan
mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi terkait
pelaksanaan lelang tanah ~milik Gampong Ruseb kecamatan
Trienggadeng, seperti proses penetapan harga awal (limit), kriteria
peserta, mekanisme penawaran, serta keterlibatan aparatur gampong dan
masyarakat. Semua data yang terkumpul ditelaah kembali untuk
memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian, yaitu penetapan
ujrah dalam akad ijarah ‘ala al-mandfi’.

b. Menyusun dan mengelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu seperti
dasar penetapan harga, proses musyawarah, sistem lelang, dan digunakan
dalam bentuk akad ijgrah ‘ala al-mandfi’ yang digunakan.
Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan dalam melihat

keterkaitan antar informasi serta menyusun gambaran umum praktik

37 Tojiri, Yusuf, Putra, Hari Setia, Faliza, Nur, Dasar Metodologi Penelitian: Teori,
Desain, dan Analisis Data, Lab Inovasi Takaza, 2023, hlm. 56.
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lelang yang berlaku di Gampong Ruseb kecamatan Trienggadeng dalam
konteks fikih muamalah.

c. Menganalisis data dengan menghubungkan praktik di lapangan dengan
teori-teori yang telah dibahas, terutama konsep wujrah dan akad ijarah
‘ala al-mandfi’. Analisis ini diarahkan untuk melihat apakah praktik
lelang di Gampong Ruseb telah memenuhi prinsip kejelasan manfaat,
nilai sewa, jangka waktu, serta kesepakatan kedua belah pihak
sebagaimana ditetapkan dalam figh muamalah.

d. Penyajian data dilakukan secara naratif sebagai bentuk laporan
penelitian, dengan penggambaran data secara sistematis dan jelas sesuai
format penulisan skripsi. Langkah ini dilakukan berdasarkan hasil yang
telah diperoleh, untuk mengetahui jawaban dari rumusan masalah yang
dikemukakan dalam penelitian ini.

7. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data merupakan perangkat yang digunakan
oleh peneliti sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data, sehingga proses
pengumpulan data berjalan secara sistematis dan hasilnya lebih mudah
dipahami.*® Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data
melalui teknik wawancara meliputi kertas, pulpen, dan alat perekam suara

(audio recorder) yang digunakan untuk mencatat serta merekam seluruh

yang disampaikan oleh narasumber. Sementara itu, pada teknik dokumentasi,

peneliti memanfaatkan kertas dan pulpen untuk mencatat hasil pengamatan
langsung di lapangan, serta kamera untuk mendokumentasikan objek atau
situasi yang relevan dalam bentuk foto atau video. Selain itu, dokumentasi
juga mencakup berbagai sumber tertulis notulen musyawarah, berita acara
lelang, daftar hadir, dan salinan akad sewa yang memiliki keterkaitan dengan

permasalahan yang dikaji.

38 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan
Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 199.
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8. Pedoman Penelitian

Pedoman penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini mengacu
pada jurnal dan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Ar-Raniry Revisi 2019. Selain itu, peneliti juga menggunakan
referensi tambahan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus
Arab-Indonesia, serta berbagai sumber lain yang relevan, seperti fatwa DSN-
MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan [jarah, skripsi
terdahulu, jurnal ilmiah, dan referensi sebagai landasan untuk menyusun
karya ilmiah ini dengan cara yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan
secara akademis.

Berdasarkan pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun hasil
penelitian mengenai Penetapan Harga Sewa Tanah Milik Gampong Ruseb
Secara Lelang Menurut Konsep Ujrah Dalam Akad ljarah ‘Ala Al-Manafi’
menjadi karya ilmiah yang sistematis, akademis, dan mudah dipahami oleh
pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis
menyajikan sistematika pembahasan yang terdiri dari empat bab, masing-masing
terbagi dalam sub bab yang saling berkaitan. Sistematika penulisan ini dirinci
sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah-istilah
penting, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan
sebagai gambaran awal dari keseluruhan isi skripsi.

Bab dua berisi pembahasan mengenai pengertian akad ijarah, khususnya
ijarah ‘ala al-mandfi’, rukun dan syarat-syaratnya menurut fikih muamalah,

serta prinsip-prinsip ujrah sebagai bentuk imbalan atau kompensasi dalam akad
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sewa menyewa. Bab ini juga mengulas pendapat para ulama serta fatwa DSN-
MUI terkait relevansi konsep tersebut dalam konteks kontemporer.

Bab ketiga menguraikan secara deskriptif mengenai praktik lelang tanah
milik Gampong Ruseb, mulai dari mekanisme penetapan harga awal (limit),
proses pelaksanaan lelang, keterlibatan aparatur gampong, hingga bentuk akad
sewa menyewa yang dilakukan. Di dalamnya juga dibahas peran musyawarah
gampong dan kesepakatan bersama dalam menentukan harga sewa tanah secara
lelang.

Bab keempat menyajikan penutup dan kesimpulan dari hasil penelitian.
Pada bagian ini, penulis merangkum poin-poin utama dari keseluruhan
pembahasan mengenai praktik penetapan harga sewa tanah milik Gampong
Ruseb melalui sistem lelang dan menilainya dari perspektif konsep ujrah dalam
akad ijarah ‘ala al-manafi’. Selain itu, penulis juga memberikan saran yang
relevan bagi aparatur gampong, masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat
dalam pengelolaan aset desa, agar ke depan pelaksanaan lelang dapat lebih
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan transparansi, keadilan,
dan keabsahan akad. kontemporer, serta berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.
09/DSN-MUI/TV/2000 tentang Pembiayaan ljarah.

Sementara itu, pendekatan sosiologis diterapkan untuk memahami
bagaimana aparatur gampong bersama masyarakat menjalankan sistem lelang
dalam menentukan harga sewa atas tanah milik gampong. Pendekatan ini
memungkinkan peneliti untuk menganalisis implementasi norma-norma syariah
dalam konteks lokal, serta mengkaji sejauh mana nilai-nilai keadilan,
transparansi, dan musyawarah diterapkan dalam praktik penyewaan aset publik

di tingkat desa.



BAB DUA
KONSEP IJARAH DAN PENETAPAN UJRAH DALAM
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad ljarah

1. Pengertian ljarah ‘Ala Al-Manafi’

Dalam ekonomi syariah, Sewa menyewa secara etimologis dikenal
dengan istilah ijarah. Ijarah berasal dari kata al-aqjru yang dalam Bahasa
Indonesia berarti imbalan atau kompensasi. Dalam kamus besar Bahasa Arab-
Indonesia, istilah ijarah ini muncul dalam dva wazan, ajara-yajuru-ajran-
ijaratan yang diartikan sebagai memberikan imbalan, sementara ajara-yu jiru-
jjaran memiliki arti menyewakan. Menurut syara', definisi ijdrah adalah
perjanjian tentang pemanfaatan yang diperbolehkan, yang berasal dari benda
tertentu atau dijelaskan ciri-cirinya, dalam waktu yang ditentukan, atau
perjanjian terkait pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas. Perjanjian
yang melibatkan pemanfaatan harus berdasarkan hal-hal yang jelas, tidak boleh
dilakukan perjanjian atas hal yang manfaatnya belum jelas.*

Ada sejumlah pandangan dari para fugaha mengenai pengertian ijarah
yang dibahas dalam kitab mu’tabar, yang telah diteliti sebagai analisis terhadap
warisan pemikiran hukum dalam Islam. Menurut para ulama dari mazhab
Hanafiyah, ijjarah dipahami sebagai perjanjian yang memberikan hak atas
manfaat tertentu dari suatu benda, yang diperoleh dengan imbalan pembayaran
yang telah disetujui. Selain definisi tersebut, beberapa fuqaha Hanafiyah
memiliki pandangan berbeda tentang ijdrah dan mendefinisikannya sebagai
“transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”. Dengan demikian, menurut
mazhab Hanafiyah, ijdrah merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat

tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang

3 Ana Mufidah, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Yogyakarta: Deepublish,
2018), h. 112.
28
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disepakati Bersama antara pemilik objek transaksi dalam posisi sebagai
penyewa dan orang
yang akan memanfaatkan objek yang disewa.

Menurut Imam Malikiyah, ijarah dipahami sebagai suatu tindakan yang
memberikan hak atas pemanfaatan sesuatu yang diperbolehkan dalam periode
tertentu dengan adanya imbalan. Oleh karena itu, segala hal yang dapat
dimanfaatkan dan memiliki bentuk tertentu diperbolehkan untuk dilakukan
ijarah, sedangkan jika tidak, maka tidak diperbolehkan.

Menurut pandangan ulama Syafi’i, ijjarah diartikan sebagai bisnis yang
berkaitan dengan manfaat yang jelas, bersifat halal, dan dapat digunakan dengan
imbalan yang ditentukan. Dengan kata lain, ijarah yang dilakukan merupakan
kesepakatan dari kedua belah pihak, yaitu pemilik barang dan penyewa, tanpa
adanya paksaan dari pihak manapun. Selain itu, objek yang dapat dijadikan
perjanjian ijarah tidak boleh berupa harta yang dilarang dalam Islam, seperti
menyewakan senjata untuk tujuan membunuh orang lain dan hal-hal sejenisnya.

Sementara itu, berdasarkan pandangan ulama Hanabilah, karena akad
ijarah dianggap sebagai penjualan manfaat, banyak pakar figh yang melarang
penyewaan pohon untuk mengambil hasil buahnya.*® Hal ini disebabkan karena
buah termasuk dalam kategori barang, sementara ijdrah berfokus pada manfaat,
bukan pada penjualan barang. Artinya, aset yang dapat disewakan bisa berupa
rumah, kendaraan, alat, dan sejenisnya, karena yang dipindahkan adalah manfaat
dari suatu aset. Jadi, segala hal yang manfaatnya dapat dialihkan bisa dianggap
sebagai objek ijarah. Oleh karena itu, barang yang bisa dikonsumsi hingga habis
tidak dapat menjadi objek ijarah, karena mengambil manfaatnya sama dengan
memiliki barang tersebut.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, ijarah diartikan akad kepemilikan manfaat

yang halal dan bernilai guna dalam waktu tertentu dengan imbalan yang

40 Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
hlm. 385-387.
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diketahui secara jelas.*! Menurutnya, ijarah termasuk dalam akad mu @awadhah
(pertukaran) sehingga syarat sah-nya mensyaratkan kejelasan manfaat, waktu,
imbalan, serta keridhaan kedua belah pihak. Pendapat ini sangat penting karena
memberikan dasar yuridis ijarah sebagai akad yang memiliki pengaruh hukum
dan ekonomi.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ijarah merupakan akad
pengalihan manfaat (manfa‘ah) atas tenaga kerja atau barang dalam waktu
tertentu dengan imbalan yang jelas, serta tidak boleh mengakibatkan
pemindahan kepemilikan barang kepada penyewa.** Pemikiran Abu Zahrah
memberi dasar figh bagi pengelolaan tanah wakaf, tanah desa (gampong), dan
aset publik, karena barang tersebut hanya boleh dimanfaatkan, bukan dimiliki.
Konsep ini memberikan landasan yang kuat bagi penerapan ijarah dalam
kebijakan ekonomi berbasis aset desa dan kelembagaan masyarakat.

Menurut Sayyid Sabiq, ijdrah adalah suatu bentuk kesepakatan untuk
mendapatkan manfaat dengan cara tukar. Jadi, kalau seseorang menyewakan
pohon supaya bisa memanfaatkan buahnya, itu tidak sah, karena pohon
bukanlah suatu manfaat. Begitu juga jika menyewakan dua jenis mata uang
(emas dan perak), makanan untuk dimakan, atau barang yang bisa diukur dan
ditimbang, karena barang-barang ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan
menggunakan barang itu sendiri.*?

Menurut Ahmad Ghofur menjelaskan bahwa ijarah i1alah kesepakatan
untuk memindahkan hak penggunaan suatu barang atau jasa dengan imbalan
(ujrah), tanpa ada transfer kepemilikan atas barang tersebut. Ia berpendapat
bahwa ijarah adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam

Islam karena termasuk dalam transaksi pertukaran keuntungan yang memiliki

41 Tbid., hIm. 689-690.

42 Muhammad Abu Zahrah, Figh al-Mu ‘amalat, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1996),
hlm. 73.

4 Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah, Jilid 11l (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), him. 15.



31

nilai ekonomi (fa ‘awudh), selama objek dari manfaat tersebut jelas, halal, dan
dapat dinikmati oleh pihak yang melakukan kesepakatan.**

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
melalui Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 juga menegaskan bahwa ijarah
merupakan akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui
pembayaran ujrah, tanpa adanya perpindahan kepemilikan barang tersebut.
Dengan demikian, ijarah dipahami sebagai transaksi pertukaran manfaat yang
harus bersifat halal, jelas, dan dapat dinilai secara ekonomi, serta wajib
dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan tanggung jawab kedua belah pihak.*’

Dalam konteks ijarah ‘ala al manafi’, hanya manfaat dari suatu barang
yang dapat diambil selama masa akad tanpa mengurangi kondisi barang itu
sendiri. Ini berarti bahwa dalam hubungan sewa-menyewa, yang berpindah
hanyalah manfaat dari barang yang disewakan, sementara kepemilikan tetap
berada pada pemiliknya. Sebagai ganti dari pemanfaatan barang, penyewa
diwajibkan untuk membayar.

Dalam konteks akad ijarah ‘ala al manafi’, hanya manfaat dari suatu
barang yang dapat diambil selama masa akad tanpa mengurangi kondisi barang
itu sendiri. Ini berarti bahwa dalam hubungan sewa-menyewa, yang berpindah
hanyalah manfaat dari barang yang disewakan, sementara kepemilikan tetap
berada pada pemiliknya. Sebagai ganti dari pemanfaatan barang, penyewa
diwajibkan untuk membayar.

ljarah merupakan perjanjian untuk mengambil manfaat, sehingga barang
yang disewa disiapkan untuk dapat dimanfaatkan seperti halnya menyewa
rumah. Bentuk pemanfaatan dari barang yang disewakan tidak harus disebutkan
dan ditentukan. Larangan untuk menempatkan barang-barang berbahaya ada

karena sifat umum akad yang mengikuti kebiasaan masyarakat. Barang-barang

“ Ahmad Ghofur, Fikih Muamalah Kontemporer (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
Press, 2018), him. 120.

4 DSN-MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan [jarah, Jakarta: DSN-MUI, 2000.
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yang dapat membahayakan berpotensi merusak keamanan bangunan, yang
mungkin akan menimbulkan kerusakan fisik pada barang yang disewa. [jarah
adalah transaksi terhadap manfaat, bukan transaksi fisik barang. Jika terdapat
kerusakan pada barang yang disewa, maka sipemilik (mu jir) bertanggung jawab
selama kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian atau tindakan sengaja dari
penyewa (musta jir). Namun, jika kerusakan disebabkan oleh kelalaian penyewa
(mustajir), maka penyewa tersebutlah yang harus bertanggung jawab atas
kerusakan itu.

Akad ijjarah ‘ala al-manafi' adalah perjanjian sewa yang hanya
mengizinkan mengambil manfaat dari suatu barang tanpa mengurangi barang
tersebut. Dengan kata lain, sewa-menyewa hanya melibatkan perpindahan
manfaat dari barang yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap berada pada
pemilik barang. Maka, bisa disimpulkan bahwa akad ijarah 'ala al-manafi' adalah
suatu akad yang mengikat antara kedua belah pihak yang menciptakan hak dan
kewajiban untuk keduanya. Namun, ada beberapa isu yang perlu dijelaskan
lebih rinci berdasarkan akad ijdrah 'ala al-manafi’, yang rinciannya adalah
sebagai berikut.

ljiarah al-'ardh (perjanjian sewa tanah) untuk pembangunan atau
penanaman pohon. Perjanjian sewa ini dianggap sah jika diperjelas tujuan
penggunaannya. Jika peruntukannya untuk pertanian, jenis tanaman harus
dijelaskan, kecuali jika pemilik tanah (mu ’jir) mengizinkan untuk menanam
berbagai jenis tanaman.

Akad Jjarah untuk hewan juga harus jelas tentang tujuannya, begitu juga
untuk kendaraan dan angkutan bersama dengan masa penggunaannya.
Mengingat hewan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, untuk
mencegah sengketa di kemudian hari, rincian harus disertakan saat perjanjian
dibuat.*®

2. Dasar Hukum Akad ljdrah 'Ala al-manafi’,

46 Qamarul Huda, Figh Muamalah, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 85
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Dasar hukum dari ijarah ‘ala al-manafi’ dapat ditemukan dalam Al-
Qur’an, Hadist, serta Ijma’. Ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang menjadi
landasan bagi akad ijarah antara lain :

a. Dalil Al-Qur’an

Dalam surat At-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

e 8 5 Gl 15kl b 35l 5 48085 3 4 0 (e G SIS
Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang
sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka
menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada
mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu)
dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan
lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (0S. At-Thalaq: 6)

QS. At-Talag ayat 6 menegaskan kewajiban suami untuk tetap
memenuhi hak istri, termasuk penyediaan tempat tinggal dan nafkah sesuai
kemampuan, meskipun telah terjadi perceraian.*’” Ayat ini juga membenarkan
pemberian imbalan (ujrah) kepada istri atas jasa menyusui anak, yang
menunjukkan pengakuan Islam terhadap nilai manfaat dari suatu jasa.
Selanjutnya, apabila timbul perselisihan terkait penyusuan dan imbalannya,

penyelesaian diwajibkan melalui musyawarah yang baik, serta dibolehkan

47 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir fi al- ‘Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj, Jilid
28 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 247.
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mencari alternatif dengan melibatkan pihak lain apabila terdapat kesulitan,

demi menjaga kemaslahatan anak.*

Firman Allah SWT surat Al-Qashash 26

s 5D Eoaling ca Sa 5l el Wids) &6
@ el
Artinya: salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah
ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)
ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Qashash: 26).%
Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa ketika seseorang hendak
mengupah orang lain, maka ia dituntut untuk memilih pekerja yang memiliki
sifat amanah, kuat, dan rajin. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam
memberikan kedudukan yang terhormat kepada para pekerja yang bekerja
secara sungguh-sungguh, jujur, dan memiliki kemampuan yang memadai, baik
dalam posisi sebagai pegawai maupun buruh. Lebih lanjut, ayat tersebut juga
menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak pekerja, khususnya dalam hal
pemberian upah yang wajib dibayarkan dan ditunaikan tepat pada waktunya
sebagai bentuk keadilan dan tanggung jawab moral.
b. Hadis
Hadis Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi
bersabda:

e Cang G 08 5a0 YLl

"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

4 Al-Qurtubt, Al-Jami ‘li Ahkam al-Qur’an, Jilid 18 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
2003), him. 165.

4 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, Cet. I, 2010), hlm. 109-110.
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Hadis tersebut menegaskan kewajiban pemberi kerja untuk
menyegerakan pembayaran upah kepada pekerja setelah pekerjaan selesai.
Ungkapan “sebelum keringatnya kering” merupakan penekanan moral agar
upah tidak ditunda, karena penundaan pembayaran dipandang sebagai bentuk
ketidakadilan dan kezaliman terhadap pekerja. Dengan demikian, hadis ini
menunjukkan bahwa dalam Islam, pemenuhan hak pekerja merupakan
kewajiban hukum dan moral yang harus dilaksanakan tepat waktu, khususnya
dalam akad ijarah yang menuntut kejelasan dan keadilan bagi kedua belah
pihak.>°

Kemudian hadis riwayat hadis riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi
Wagqqash, ia berkata:

o8 (T2
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"Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya,
maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan
agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

Hadis riwayat Abt Dawud dari Sa‘d bin Abt Waqqas juga menjelaskan
prinsip kepastian imbalan dalam akad sewa-menyewa (ijarah). Rasulullah
melarang praktik penyewaan tanah dengan bayaran berupa hasil pertanian
karena nilainya tidak pasti dan bergantung pada faktor alam, yang berpotensi
menimbulkan gharar dan sengketa. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Saw
memerintahkan agar sewa tanah dilakukan dengan imbal balik yang jelas dan
terukur, seperti emas atau perak, demi menjamin keadilan serta kepastian hak

dan kewajiban para pihak dalam akad.’!
;ﬂbelujds&\émc_d\cj‘)d@;cd\gm)mbu\ cﬁj\uaoj_)sus
S5 B3a Ul a5 Ge S8 & s alg adle A e d 35 5ali

50 Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Kitdb al-Ruhiin, Bab Ajr al-Ajir, no. 2443.
3! Abii Dawud Sulaiman bin al-Asy*“a$ al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, Kitab al-Buyii ",
Bab fi Kara’ al-Ard, no. 3384, Jilid 11l (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 257.
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Artinya: “Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi
SAW, beliau berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar mengupah
seorang laki-lakidari Bani al-Dayl sebagai petunjuk jalan,
sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan abu
bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa)
dan berjanji bertemu di gua Tsur tiga hari kemudian, laki-laki
tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada shubuh hari

ketiga”. (HR. Bukhari).

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan
praktik ijarah, yaitu dengan meyewa seorang untuk menunjukkan jalan ke
tempat yang dituju dan Rsulullah SAW membayar orang tersebut dengan
menyerahkan kendaraan kepadanya.

Hadist di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dalam hal ini
menegaskan pentingnya keadilan dan kepastian dalam pelaksanaan akad ijarah.
Melalui perintah untuk menyegerakan pembayaran upah, Rasulullah SAW
menunjukkan bahwa pemenuhan hak pekerja atau pihak yang memberikan jasa
merupakan kewajiban yang tidak boleh ditunda, karena penundaan tersebut
berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian, ujrah dalam akad
ijarah dipandang sebagai hak yang harus ditunaikan secara tepat waktu dan
bertanggung jawab.

Selain itu, hadis di atas juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW
melarang praktik penyewaan tanah dengan imbalan hasil pertanian tertentu
karena mengandung unsur ketidakpastian. Larangan ini bertujuan untuk
mencegah terjadinya gharar yang dapat merugikan salah satu pihak dalam akad.

Oleh karena itu, Islam mengarahkan agar ujrah dalam akad ijarah ditetapkan
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secara jelas, terukur, dan disepakati sejak awal, sehingga akad berlangsung
secara sah, adil, dan sesuai dengan prinsip figh muamalah.
c. Ijma Para Ulama

Sejalan dengan dalil Al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang
telah diuraikan sebelumnya, kebolehan akad ijarah juga diperkuat melalui ijma’
para ulama. Dalam kajian figh muamalah, para ulama dari berbagai mazhab
sepakat bahwa akad ijarah merupakan akad yang sah dan dibolehkan, karena
sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Kesepakatan ini lahir dari kesadaran bahwa manusia tidak dapat memenuhi
seluruh kebutuhannya sendiri tanpa memanfaatkan jasa maupun manfaat dari
pihak lain secara sah dan teratur.

Dalam konteks akad ijarah ‘ald al-mandfi’, para ulama menegaskan
bahwa objek akad bukanlah zat benda, melainkan manfaat yang dihasilkan dari
benda tersebut. Oleh sebab itu, kepemilikan benda tetap berada pada pihak
yang menyewakan, sedangkan pihak penyewa hanya memperoleh hak
pemanfaatan sesuai dengan batasan dan waktu yang telah disepakati.
Pandangan ini menunjukkan bahwa akad ijarah ‘ald al-mandfi’ bertujuan
menjaga keseimbangan hak antara para pihak, sekaligus mencegah terjadinya
pemindahan kepemilikan secara terselubung.™

Lebih lanjut, ijma’ para ulama juga menekankan bahwa keabsahan akad
ijarah ‘ala al-manafi’ sangat bergantung pada kejelasan manfaat dan kepastian
ujrah. Manfaat yang disewakan harus diketahui secara jelas, baik dari segi
jenis, ruang lingkup penggunaan, maupun jangka waktu pemanfaatannya.
Demikian pula, wjrah wajib ditentukan sejak awal akad agar tidak

menimbulkan unsur gharar yang dapat merusak keabsahan akad. Penegasan ini

52 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1985), him. 730.

33 ¢Abd al-Rahman al-Jaziri, Al-Figh ‘ald al-Mazahib al-Arba ‘ah, Jilid 3 (Beirut: Dar
al-Kutub al-‘Timiyyah, 1990), him. 88-89.
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menunjukkan perhatian para ulama terhadap prinsip keadilan dan kepastian
hukum dalam praktik sewa-menyewa.>*

Dengan demikian, ijma’ para ulama tidak hanya menegaskan kebolehan
akad ijarah secara normatif, tetapi juga memberikan pedoman praktis dalam
pelaksanaannya. Selama akad ijarah ‘ald al-manafi’ dilakukan dengan
memperhatikan kejelasan manfaat, kepastian wujrah, serta prinsip keadilan,
maka akad tersebut dipandang sah dan sejalan dengan tujuan syariat. Prinsip
inilah yang menjadi landasan penting dalam menilai praktik penyewaan tanah,
termasuk tanah milik gampong, agar tetap berada dalam koridor hukum Islam

dan mencerminkan kemaslahatan bersama.>

B. Rukun dan Syarat Akad Ijarah

Rukun dan syarat adalah komponen yang sangat penting, yang berarti
jika rukun tidak dipenuhi atau salah satu di antaranya tidak lengkap atau
memiliki cacat, maka kesepakatan tersebut menjadi tidak sah. Para ulama
Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dari al-ijarah hanya terdiri dari satu,
yaitu ijab dan qabul yang berasal dari kedua pihak yang terlibat dalam
transaksi. Para ulama dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa hal yang
berkaitan dengan akad, sewa/imbalan, serta manfaat, termasuk dalam kriteria
ijarah, tetapi bukan merupakan rukun.’® Adapun menurut jumhur ulama, rukun
ijarah ada empat, yaitu:

a. Al-‘Agidan

Para pihak yang berakad dalam ijjarah terdiri dari pihak yang
menyewakan (mu ‘ajjir) dan pihak yang menyewa (musta jir). Keberadaan para
pihak merupakan rukun utama karena akad pada dasarnya adalah pertemuan

kehendak antara dua pihak yang menimbulkan akibat hukum. Oleh sebab itu,

34 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath li al-I‘lam al-‘Arabi, t.t.),
hlm. 197-198.

35 Ibid., hlm. 732-733.

56 Qamarul Huda, Figh Mumalah, (Y ogyakarta: Sukses Offset, 2011), him. 77
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Islam mensyaratkan agar para pihak yang berakad memiliki kecakapan hukum
(ahliyyah).”” Para ulama mensyaratkan bahwa mu ajjir dan musta’jir harus
berakal, baligh, dan mampu bertindak hukum secara mandiri. Kecakapan
hukum ini dimaksudkan agar para pihak memahami konsekuensi akad yang
dilakukan serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari
akad ijarah. Akad ijarah yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum,
seperti orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz, dinilai tidak sah atau
setidaknya tidak sempurna.’®

Dalam pengelolaan tanah milik gampong, kedudukan mu ‘ajjir memiliki
karakteristik khusus. Pihak yang menyewakan tanah gampong bukanlah
individu perseorangan, melainkan aparatur gampong atau pihak yang diberi
kewenangan berdasarkan ketentuan adat dan peraturan yang berlaku. Hal ini
penting untuk memastikan bahwa akad ijarah ala al-mandfi‘ atas tanah
gampong dilakukan oleh pihak yang sah dan memiliki legitimasi hukum,
sehingga tidak terjadi penyalahgunaan aset publik yang dapat merugikan
masyarakat gampong secara keseluruhan.
b. Sighat

Rukun kedua dalam akad ijarah adalah sighat akad yang diwujudkan
melalui 1jab dan qabul. Sighat merupakan pernyataan kehendak para pihak
yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk melakukan akad ijarah. Ijab dan
qabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau perbuatan yang secara ‘urf
dipahami sebagai bentuk persetujuan.®® Para fuqaha’ menegaskan bahwa ijab
dan gabul harus menunjukkan kejelasan maksud, kesesuaian antara kehendak
para pihak, serta dilakukan dalam satu majelis akad. Tujuan dari ketentuan ini
adalah untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan perselisihan di

kemudian hari. Dalam praktik penyewaan tanah milik gampong, sighat akad

5" Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 27
58 Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), him. 181-182.
3 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), him. 97.
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umumnya diwujudkan dalam bentuk kesepakatan tertulis agar memiliki
kekuatan pembuktian dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
c. Al-Ma‘qud ‘Alaih

Objek akad dalam ijarah adalah manfaat (al-manfa ‘ah), bukan zat benda
yang disewakan. Oleh karena itu, manfaat yang menjadi objek akad harus jelas,
dapat diserahkan, serta bersifat mubah menurut syariat Islam. Para ulama
sepakat bahwa manfaat yang tidak jelas atau tidak dapat dimanfaatkan secara
nyata dapat menyebabkan akad ijarah menjadi batal karena mengandung unsur
gharar.%

Dalam penyewaan tanah milik gampong, objek akad berupa manfaat
penggunaan tanah, seperti untuk kegiatan pertanian atau usaha produktif
lainnya dalam jangka waktu tertentu. Tanah sebagai objek sewa memenuhi
kriteria ijarah karena manfaatnya dapat diambil tanpa menghilangkan zat tanah
itu sendiri. Kejelasan manfaat ini menjadi faktor penting dalam menentukan
sah atau tidaknya akad ijarah serta dalam menetapkan ujrah yang adil dan
sebanding.

d. Ujrah

Ujrah ialah imbalan yang diberikan oleh musta jir kepada mu ajjir
sebagai kompensasi atas manfaat yang diperoleh. Keberadaan ujrah merupakan
ciri utama akad ijarah sebagai akad pertukaran (mu ‘Gwadah). Oleh sebab itu,
ujrah harus ditentukan secara jelas, baik dari segi jumlah, bentuk, maupun
waktu pembayarannya.®' Para ulama menegaskan bahwa ujrah yang tidak jelas
dapat menimbulkan gharar dan berimplikasi pada rusaknya akad ijarah. Dalam
praktik penyewaan tanah milik gampong, penetapan ujrah sering kali
dilakukan melalui mekanisme lelang. Mekanisme ini dipandang mampu

mencerminkan nilai manfaat tanah secara lebih objektif, selama dilaksanakan

6 Ibn Qudamah, AI-Mughni, Jilid V (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), him.
309-310.

1 Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2002), him. 109-110.
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secara transparan, adil, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Para
ahli hukum Islam menetapkan tiga hal yang harus diperhatikan dalam
pelaksanaan ijab dan qabul agar dapat menghasilkan konsekuensi hukum, yaitu:
1. Jala’ul Ma’na, adalah tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas,
sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

2. Tawafuq, merupakan adanya kesesuaian antara ijab dan gabul.
3. Jazmul Iradataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para

pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.®?

Namun, dengan kemajuan zaman, umumnya perjanjian ijdrah kini dibuat
dalam format tertulis. Jadi, ijab dan qabul tidak diucapkan lagi, melainkan
dituliskan dalam dokumen perjanjian. Tanda tangan simbolis. Di samping rukun
yang telah dijelaskan sebelumnya, ijarah juga memiliki beberapa syarat. Jika
syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka ijdrah ‘ala al-manafi’ akan menjadi tidak
sah. Dalam akad ijarah terdapat empat jenis syarat yang serupa dengan yang ada
dalam akad jual beli, yaitu:

1. Syarth al-In ‘igad (Syarat Terjadinya Akad/Wujud Akad)

Syarth al-in‘igad merupakan syarat yang menentukan lahir atau
terbentuknya suatu akad. Syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat yang
berkaitan dengan akad itu sendiri dan syarat yang berkaitan dengan tempat
berlangsungnya akad. Adapun syarat wujud yang berhubungan dengan pelaku
akad adalah adanya akal. Oleh karena itu, sebagaimana halnya dalam akad jual
beli, akad ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal atau oleh anak
kecil yang belum mumayyiz dinilai tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah, baligh
tidak termasuk ke dalam syarat wujud maupun syarat berlakunya akad. Dengan
demikian, apabila seorang anak kecil yang telah mumayyiz melakukan akad

ijarah, baik dengan menyewakan harta miliknya maupun jasanya, maka akad

92Gemala Dewa, Dkk. Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005),
hlm. 63
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tersebut dapat dianggap sah sepanjang mendapat izin dari walinya dan apabila ia
dibatasi hak membelanjakan hartanya, maka tergantung pada izin walinya.®®
Ulama Malikiyah berpendapat bahwa kemampuan mumayyiz
merupakan syarat sah dalam akad ijarah maupun jual beli, sedangkan baligh
dipandang sebagai syarat berlakunya akad. Oleh karena itu, apabila seorang
anak yang telah mumayyiz menyewakan dirinya atau hartanya, maka akad
tersebut dinilai sah, namun keberlakuannya bergantung pada persetujuan
walinya. Sementara itu, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa
syarat taklif, yaitu baligh dan berakal, merupakan syarat wujud bagi akad ijarah.
Dengan demikian, akad ijarah hanya dianggap sah apabila dilakukan oleh orang
yang telah baligh dan memiliki akal sehat.
2. Syarth an-Nafadz (Syarat Berlakunya Akad)
Syarat berlakunya akad ijarah adalah adanya hak kepemilikan atau kewenangan
(al-wildyah) atas objek akad. Artinya, akad hanya berlaku jika dilakukan oleh
pemilik barang/manfaat atau orang yang mendapat izin darinya. Karena itu,
akad ijarah yang dilakukan oleh fudhiili (orang yang bertindak atas harta orang
lain tanpa izin) pada dasarnya tidak sah. Menurut ulama Hanafiyah dan
Malikiyah, akad yang dilakukan oleh fudhili tidak langsung batal, tetapi
digantungkan pada persetujuan pemilik. Jika pemilik menyetujuinya, maka akad
menjadi sah.

Berbeda dengan itu, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah mensyaratkan
bahwa persetujuan pemilik hanya dapat mengesahkan akad jika manfaat barang
belum digunakan. Jika izin diberikan sebelum barang dimanfaatkan, maka akad
sah dan pemilik berhak atas wjrah. Namun, jika izin baru diberikan setelah
manfaat digunakan, maka akad tidak sah karena objek akad telah hilang. Dalam
keadaan terakhir ini, tindakan fudhuli dipandang sebagai perbuatan ghasab,

sehingga ia wajib mengembalikan barang kepada pemiliknya.%*

6 Ahmad Wardi Muchlis, Figh Muamalah, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322.
% Wahbah Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, (Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk).
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3. Syarth ash-Shihhah (Syarat Sah Akad)

Syarat sah dalam akad ijarah berkaitan dengan para pihak yang

melakukan akad (‘dgidan), objek akad (ma‘qiid ‘alaih), upah (ujrah), serta

bentuk akad itu sendiri. Artinya, agar akad ijarah dinilai sah, semua unsur

tersebut harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun syarat sah

akad ijarah meliputi:®

a.

Adanya kerelaan dari kedua belah pihak

Akad ijjarah harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Tidak
dibenarkan adanya unsur paksaan dalam perjanjian sewa-menyewa.
Dengan demikian, masing-masing pihak harus ridha terhadap isi akad
yang disepakati, karena akad tersebut merupakan kehendak bebas dari
kedua belah pihak.

Objek akad memiliki manfaat yang jelas

Objek ijarah (ma‘qud ‘alaih) harus diketahui secara jelas agar tidak
menimbulkan perselisihan antara pihak yang berakad. Kejelasan tersebut
dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaat yang diambil, jangka
waktu pemanfaatan, atau jenis pekerjaan apabila jjarah dilakukan atas
jasa seseorang. Selain itu, objek akad juga harus dapat dikuasai atau
diserahkan kepada pihak penyewa.

Manfaat objek sesuai dengan realitas dan dibolehkan syara‘

Manfaat yang menjadi objek akad harus benar-benar dapat diwujudkan
secara nyata serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam.
Dengan kata lain, objek ijarah tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang

dilarang oleh agama.

Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani), him. 390.

85 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki). Jilid 3, (Bandung: Al-

Ma’arif, 1997), hlm. 19-20
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4. Syarth al-Luziim (Syarat Mengikatnya Akad)

Syarat kelaziman bertujuan agar akad ijarah bersifat mengikat bagi
para pihak dan tidak mudah dibatalkan. Agar akad ijarah menjadi mengikat,
diperlukan beberapa ketentuan berikut:%

a. Objek yang disewakan tidak boleh memiliki cacat (‘aib) yang
menyebabkan manfaatnya tidak dapat digunakan. Jika terdapat cacat
yang menghalangi pemanfaatan tersebut, maka penyewa (musta jir)
diberi hak untuk memilih, apakah tetap melanjutkan akad dengan
pengurangan ujrah atau membatalkan akad (fasakh). Misalnya,
apabila seorang pengemudi ojek online mengalami kecelakaan
sehingga tidak mampu melanjutkan pekerjaannya, maka akad ijarah
dapat dibatalkan karena prestasi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal adanya uzur, terdapat perbedaan pendapat di kalangan
ulama. Menurut ulama Hanafiyah, akad ijarah dapat batal apabila
muncul uzur, karena dengan adanya uzur tersebut kebutuhan terhadap
manfaat menjadi hilang. Uzur yang dapat menyebabkan fasakh antara
lain:¢’

1) uzur dari pihak pemilik barang, misalnya barang sewaan harus
dijual untuk melunasi utang;

2) uzur dari pihak penyewa, seperti kondisi yang membuat
pekerjaan menjadi sia-sia atau tidak dapat dilanjutkan;

3) uzur pada objek sewaan, misalnya menyewa kamar mandi di suatu
kampung, tetapi kemudian penduduknya pergi sehingga
manfaatnya hilang.

Sementara itu, menurut ulama Syafi’iyah, apabila terdapat uzur tetapi manfaat

masih dapat digantikan atau tetap mungkin diperoleh, maka akad ijarah tidak

% Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 327.
7 Wahbah Zuhaili, Figh Islam Wa Adilatuhu, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani), him. 409.
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batal. Akad baru dianggap batal apabila manfaat benar-benar hilang, seperti
rusaknya rumah yang disewakan.

C. Konsep Ujrah dalam Fikih Muamalah

Setelah menguraikan pengertian, dasar hukum, serta rukun dan syarat
akad ijarah ‘ala al-mandfi’, maka pembahasan selanjutnya beralih pada konsep
ujrah sebagai unsur esensial dalam akad tersebut. Hal ini penting karena ujrah
merupakan bentuk kompensasi atas manfaat yang diterima oleh pihak penyewa,
sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari keabsahan akad ijarah
dalam perspektif fikih muamalah.

Secara terminologis, ujrah diartikan sebagai imbalan atau upah yang
diberikan oleh pihak penyewa (musta’jir) kepada pihak yang menyewakan
(mu jir) atas manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu. Dalam
akad ijarah ‘ala al-mandfi’, objek utama yang menjadi fokus bukanlah barang
itu sendiri, melainkan manfaat yang dihasilkan dari barang tersebut. Oleh karena
itu, ujrah merupakan kompensasi atas pemindahan hak guna (manfaat), bukan
pemindahan hak kepemilikan.® Lebih lanjut, para ulama fikih menegaskan
bahwa ujrah harus memiliki kejelasan dan kepastian agar tidak menimbulkan
sengketa di kemudian hari. Kejelasan ini mencakup jumlah, bentuk, serta waktu
pembayaran. Jika ujrah tidak ditentukan secara jelas, maka akad ijdrah dapat
mengandung unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. ¢
Dengan demikian, transparansi dalam penetapan wujrah menjadi syarat utama
dalam menjaga keabsahan akad.

Selain itu, dalam perspektif fikih muamalah, ujrah tidak hanya dipahami
sebagai nilai ekonomi semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan (al-
‘adl), keseimbangan, dan kerelaan antara para pihak (an-tarddin). Prinsip ini

sejalan dengan kaidah umum dalam muamalah yang menyatakan bahwa setiap

8 Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.
% Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2002), hlm. 186.
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transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan.”
Oleh karena itu, penetapan ujrah harus dilakukan secara adil dan tidak boleh
merugikan salah satu pihak.

Dalam kaitannya dengan keadilan, para ulama juga mengenal konsep al-
tsaman al-mitsli, yaitu harga yang setara atau wajar berdasarkan kondisi pasar.
Konsep ini menekankan bahwa wujrah harus disesuaikan dengan nilai manfaat
yang diperoleh serta kondisi sosial ekonomi yang berlaku. Dengan kata lain,
penetapan wujrah tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus
mempertimbangkan standar harga umum agar tidak terjadi eksploitasi.”!

Selain itu, dalam literatur fikih muamalah dikenal dua bentuk wjrah, yaitu ujrah
al-musamma dan ujrah al-mitsli. Ujrah al-musamma adalah upah yang telah
ditentukan secara eksplisit dalam akad sejak awal, sedangkan wjrah al-mitsli
adalah upah yang ditentukan berdasarkan kebiasaan atau harga pasar yang
berlaku.”> Kedua bentuk ini menunjukkan fleksibilitas dalam penentuan wujrah,
selama tetap memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan.

Di samping itu, Islam juga menekankan pentingnya pembayaran ujrah secara
tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pihak lain. Hal ini
sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

4808 Cing O U 0530 ) ) gl

Artinya: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."
Hadis ini menunjukkan bahwa uwujrah tidak hanya berkaitan dengan
jumlah, tetapi juga dengan etika dalam pelaksanaannya, yaitu harus dibayarkan
secara tepat waktu dan tanpa penundaan. Apabila dikaitkan dengan penelitian ini,

yaitu penetapan harga sewa tanah milik Gampong Ruseb melalui sistem lelang,

0 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
hlm. 150.

" Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr,
1985), him. 3839.

2 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, Jilid I1I (Kairo: Dar al-Fath), hlm. 198.
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maka konsep ujrah memiliki relevansi yang sangat kuat. Sistem lelang pada
dasarnya merupakan mekanisme untuk menentukan harga secara terbuka
melalui proses penawaran. Dengan demikian, nilai ujrah yang dihasilkan dari
lelang cenderung mendekati al-tsaman al-mitsli, karena terbentuk melalui
interaksi langsung antara penawaran dan permintaan.
Namun demikian, agar sesuai dengan prinsip fikih muamalah, pelaksanaan
lelang (al- muzayadah) harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu adanya pihak
yang menawarkan objek dan peserta lelang, objek yang jelas dan halal, serta
proses penawaran yang dilakukan secara terbuka dan adil. Penawaran tidak
boleh mengandung unsur najasy (penawaran palsu), penipuan, atau rekayasa
harga, dan pemenang ditetapkan berdasarkan penawaran tertinggi yang sah.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan penelitian ini karena proses penyewaan
tanah milik Gampong Ruseb dilakukan melalui lelang, sehingga kejelasan objek
tanah, keterbukaan penawaran, dan penetapan harga secara adil menjadi bagian
penting dalam menilai kesesuaian praktik lelang dengan prinsip syariah..”® Lebih
lanjut, dalam praktik di Gampong Ruseb, penetapan harga sewa tanah tidak
hanya ditentukan melalui lelang, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor
seperti luas lahan, lokasi, kondisi tanah, serta harga pasar setempat. Hal ini
menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan ujrah dengan nilai manfaat
yang diperoleh, sehingga mendekati prinsip keadilan dalam fikih muamalah.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep ujrah dalam akad
ijarah ‘ala al-mandfi’ tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi
juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan
keseimbangan dalam transaksi. Oleh karena itu, dalam konteks penetapan harga
sewa tanah melalui sistem lelang, ujrah harus ditentukan secara jelas, adil, dan
sesuai dengan nilai manfaat yang diberikan, agar akad yang dilakukan tidak
hanya sah secara

hukum, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

3 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Jilid V, him. 3845.
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D. Bentuk dan Syarat Keabsahan Ujrah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai konsep ujrah dalam
fikih muamalah, dapat dipahami bahwa ujrah merupakan unsur penting dalam
akad ijarah yang berfungsi sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh. Oleh
karena itu, untuk memperkuat pemahaman tersebut, pembahasan selanjutnya
diarahkan pada penjelasan mengenai bentuk serta syarat keabsahan ujrah dalam
akad ijarah. Dalam kajian fikih muamalah, ujrah sebagai imbalan dalam akad
ijarah tidak hanya dipahami secara sederhana sebagai pembayaran, tetapi juga
memiliki ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi agar akad tersebut
sah menurut syariat. Para ulama membagi ujrah ke dalam dua bentuk utama,
yaitu ujrah al-musamma dan ujrah al-mitsli. Pembagian ini penting karena
berkaitan dengan cara penentuan imbalan serta tingkat kejelasan dalam suatu
akad.”

Pertama, ujrah al-musamma merupakan imbalan yang telah ditentukan
secara jelas sejak awal akad berlangsung. Kejelasan tersebut mencakup jumlah,
jenis, serta waktu pembayarannya yang disepakati oleh para pihak. Dalam
praktiknya, bentuk ini menjadi yang paling umum digunakan karena
memberikan kepastian hukum serta menghindari kemungkinan terjadinya
perselisihan di kemudian hari. Dengan adanya penetapan yang jelas, para pihak
dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing secara terbuka,
sehingga transaksi berlangsung secara transparan dan sesuai dengan prinsip
keadilan dalam Islam.

Selain itu, penetapan wujrah al-musamma juga mencerminkan adanya

kesepakatan dan kerelaan (ridha) antara para pihak. Hal ini menjadi dasar

4 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5 (Damaskus: Dar al-Fikr,
1985), hlm. 3837
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penting dalam setiap akad muamalah, karena suatu transaksi hanya dianggap sah
apabila dilakukan tanpa adanya paksaan.’”> Dengan demikian, kejelasan ujrah
dalam bentuk ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat sah akad, tetapi juga
sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya ketidakadilan.
Kedua, ujrah al-mitsli adalah imbalan yang ditentukan berdasarkan nilai atau
harga yang berlaku di masyarakat terhadap manfaat yang sejenis. Bentuk ini
biasanya digunakan apabila ujrah tidak disebutkan secara jelas dalam akad atau
terjadi ketidaksesuaian dalam penetapan wujrah sebelumnya.’® Dalam kondisi
tersebut, penentuan ujrah dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku (‘urf)
serta standar harga pasar yang dianggap wajar.

Melalui konsep wujrah al-mitsli, Islam memberikan fleksibilitas dalam
praktik muamalah, terutama ketika terjadi ketidakjelasan dalam akad. Penentuan
berdasarkan harga pasar bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan
antara para pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian,
wjrah yang ditetapkan tetap mencerminkan nilai yang proporsional sesuai
dengan manfaat yang diberikan. Dalam praktik yang lebih luas, termasuk dalam
penetapan harga melalui sistem lelang, nilai ujrah pada awalnya terbentuk
melalui proses penawaran terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai yang
dihasilkan lebih mendekati konsep wjrah al-mitsli, karena mengikuti mekanisme
pasar dan tingkat permintaan terhadap objek sewa.’’ Namun, setelah harga
tersebut disepakati oleh para pihak, maka kedudukannya berubah menjadi ujrah
al-musamma karena telah ditentukan secara jelas dalam akad.

Selain bentuknya, ujrah juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar
akad jjarah dapat dinyatakan sah. Salah satu syarat utama adalah wjrah harus
diketahui secara jelas (ma ‘liim), baik dari segi jumlah, jenis, maupun cara

pembayarannya. Kejelasan ini penting untuk menghindari adanya unsur gharar

5'5. Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), him. 332.

76 Wahbah az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 3839.

77 Muhammad Rizki, “Konsep Ujrah dalam Akad [jarah dan Implementasinya,” Skripsi
(Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 72.
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(ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Tidak kalah penting, dalam
penetapan ujrah harus terdapat unsur kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak.
Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah harus dilakukan secara
sukarela dan tanpa paksaan.”® Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka
akad ijarah dapat dinyatakan sah serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, kejelasan bentuk serta terpenuhinya syarat-syarat
ujrah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keabsahan akad
ijarah. Hal ini juga relevan dengan praktik penetapan harga sewa tanah milik
gampong melalui sistem lelang, di mana nilai ujrah harus ditentukan secara
transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah agar tidak menimbulkan
perselisihan di kemudian hari.”

Berdasarkan hasil perbandingan antara harga lelang dengan harga pasar
di wilayah Gampong Ruseb, diketahui bahwa harga sewa yang ditetapkan
melalui mekanisme lelang berada dalam kisaran yang relatif lebih murah dari
harga pasar, yaitu sekitar Rp600.000 hingga Rp1.200.000 per tahun, sedangkan
harga pasar dalam penyewaan tanah pribadi atau tanah milik warga berkisaran
Rp2000.000 hingga Rp3.000.000 per tahun. Tapi harga sewa tanah pakai
system lelang pada praktiknya tidak bersifat tetap, melainkan biasanya
ditentukan oleh kondisi dan karakteristik tanah yang disewakan, seperti luas
lahan, tingkat kesuburan, serta letak atau tingkat strategisnya. Semakin luas dan
strategis suatu lahan, maka harga sewanya cenderung lebih tinggi dibandingkan
lahan yang kurang produktif atau kurang strategis.®” Dengan demikian, harga
lelang tersebut dapat dikategorikan adil karena masih sesuai dengan konsep al-

tsaman al-mitsli dalam fikih muamalah. Meskipun dalam beberapa kondisi

8 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, hlm. 332.

7 Siti Rahmawati, “Analisis Penetapan Ujrah dalam Akad ljarah Perspektif Hukum
Islam,” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 65.

8 Hasil Wawancara dengan Ibnu Hajar, Tuha Peut Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng, pada Tanggal 14 April 2026, di Gampong Ruseb, Kecamatan Trienggdeng.
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harga lelang dapat sedikit lebih tinggi akibat adanya persaingan antar peserta,
hal tersebut masih dianggap wajar selama tidak menyimpang secara signifikan
dari harga pasar yang berlaku.

Sejalan dengan kondisi tersebut, dalam perspektif konsep ujrah dalam
akad ijarah ‘ala al-mandfi’ dapat dipahami secara lebih komprehensif.
Kesesuaian harga lelang dengan harga pasar menunjukkan bahwa nilai ujrah
yang terbentuk dalam praktik lelang sewa tanah di Gampong Ruseb pada
dasarnya telah memenuhi prinsip keadilan dalam fikih muamalah. Hal ini karena
wjrah tidak ditentukan secara sepihak oleh aparatur gampong, melainkan
terbentuk melalui mekanisme penawaran terbuka yang melibatkan partisipasi

masyarakat, sehingga mencerminkan nilai keseimbangan yang wajar.

E. Prinsip Keadilan dalam Penetapan Ujrah

Sejalan dengan pembahasan mengenai kesesuaian harga lelang dengan
harga pasar, hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dengan
prinsip keadilan dalam penetapan wjrah dalam akad ijarah ‘ala al-mandafi’.
Dalam fikih muamalah, keadilan (al- ‘adl) merupakan prinsip fundamental yang
harus diwujudkan dalam setiap transaksi, di mana ujrah sebagai imbalan atas
suatu manfaat harus ditetapkan secara proporsional, jelas, dan tidak merugikan
salah satu pihak.®! Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-
Nisa’ ayat 29:

Y

SRR BECIOY & \j\dh\.dl.\ésﬁ;;,g\ HJSSL‘YUM‘L)-\MH@L\
Gée)ésgbtsma);’s;..ﬁ’n;ﬁiz%;;

Artinya; "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah

81 Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 89.
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kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu. ’( An-Nisa: 29)

Pada ayat di atas, Allah Swt menegaskan bahwa setiap transaksi harus
dilakukan secara sah, adil, dan dilandasi kerelaan para pihak. Dan makna ayat
ini juga menunjukkan bahwa penetapan ujrah dalam akad ijarah harus jelas,
wajar, dan tidak mengandung unsur penipuan atau pemaksaan. Jika dikaitkan
dengan praktik lelang sewa tanah di Gampong Ruseb, prinsip tersebut tercermin
dalam mekanisme penawaran terbuka yang memungkinkan harga terbentuk
secara sukarela dan mendekati nilai pasar, meskipun terdapat persaingan antar
peserta. Selama proses tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang seperti
manipulasi harga, maka penetapan wujrah dapat dinilai telah sesuai dengan
prinsip keadilan dalam fikih muamalah.

Dalam pelaksanaannya, prinsip keadilan dalam penetapan wujrah juga
berkaitan erat dengan larangan praktik-praktik yang dapat merusak mekanisme
harga yang wajar, seperti najasy (penawaran palsu), tadlis (penipuan), dan
bentuk manipulasi lainnya. Dalam figh muamalah, praktik-praktik tersebut
dilarang karena dapat menciptakan harga yang tidak mencerminkan nilai
sebenarnya dari manfaat objek sewa, sehingga berpotensi merugikan salah satu
pihak. Oleh karena itu, penetapan ujrah harus dilakukan secara jujur dan terbuka
agar harga yang terbentuk benar-benar sesuai dengan nilai manfaat yang

sesungguhnya.®? Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW:
Ua Gulh (28 5a
Artinya: “Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami”
(HR.Muslim no. 102)
Hadis tersebut menunjukkan bahwa kejujuran menjadi bagian penting
dalam mewujudkan keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam penetapan

ujrah pada akad ijarah ‘ala al-manafi’. Selain itu, keadilan dalam penetapan

82 Ibid., hlm. 3531.
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ujrah juga perlu memperhatikan kepentingan bersama, terutama jika objek yang
disewakan merupakan aset publik seperti tanah milik gampong. Dalam hal ini,
penetapan harga tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi
juga harus mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat agar tidak terjadi
ketimpangan atau penguasaan oleh pihak tertentu saja."’

Demikian, bahwa prinsip keadilan dalam penetapan wujrah tidak hanya
menekankan pada kesesuaian nilai manfaat dengan harga sewa, tetapi juga
mencakup kejujuran dalam proses penetapan, keterbukaan informasi, serta
perlindungan terhadap kepentingan bersama. Dengan demikian, penerapan
prinsip ini menjadi dasar penting dalam menjaga keabsahan akad ijarah ‘ala al-
mandfi’ sekaligus mewujudkan praktik muamalah yang adil, transparan, dan

sesuai dengan nilai-nilai syariah.

F. Relevansi Akad Iljarah ‘Ala al-Mandfi’ dalam Pengelolaan Aset Milik

Umum

Pembahasan sebelumnya yang menitikberatkan pada prinsip keadilan
dalam penetapan wujrah, maka pembahasan ini diarahkan pada relevansi akad
ijarah ‘ala al-manafi’ dalam pengelolaan aset milik umum. Hal ini penting
karena pengelolaan aset publik tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi
juga berkaitan dengan keadilan distribusi, efisiensi pemanfaatan sumber daya,
serta tanggung jawab sosial dalam menjaga keberlanjutan aset tersebut. Aset
milik umum seperti tanah gampong pada dasarnya merupakan kekayaan kolektif
yang tidak dapat dimiliki secara pribadi. Oleh karena itu, pengelolaannya harus
dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak menghilangkan hak
masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, akad ijarah ‘ala al-manafi’
menjadi sangat relevan karena hanya memberikan hak pemanfaatan tanpa

memindahkan kepemilikan. Dengan demikian, aset tetap berada dalam kontrol

8 3. Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam
Perspektif Maqasid al-Syart‘ah (Jakarta: Kencana, 2014), him. 204.
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masyarakat, sementara manfaatnya dapat dialihkan secara sementara kepada
pihak lain melalui mekanisme yang sah.5*

Dalam perspektif figh muamalah, konsep ijarah memberikan
fleksibilitas dalam pemanfaatan aset tanpa harus menjualnya. Hal ini menjadi
solusi penting dalam pengelolaan aset publik, karena memungkinkan aset tetap
terjaga keberadaannya sekaligus tetap produktif. Dengan kata lain, akad ijarah
mampu menjembatani antara kebutuhan ekonomi dan prinsip perlindungan
terhadap kepemilikan kolektif.**Lebih jauh, relevansi akad ini juga terlihat dari
kemampuannya dalam meningkatkan produktivitas aset. Dalam banyak kasus,
aset milik umum seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal akibat
keterbatasan pengelolaan.

Melalui akad ijarah ‘ala al-mandfi’ aset tersebut dapat disewakan
kepada pihak yang memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengelolanya
secara lebih efektif. Dampaknya, aset yang sebelumnya tidak produktif dapat
menghasilkan pendapatan yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan
masyarakat, seperti pembangunan fasilitas umum atau kegiatan sosial. Selain itu,
akad ijarah ‘ala al-manafi’ juga memiliki peran penting dalam menciptakan
sistem pengelolaan yang berbasis keadilan dan keterbukaan. Hal ini terutama
terlihat dalam penerapan sistem lelang sebagai mekanisme penentuan penyewa.
Melalui lelang, setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh
hak pemanfaatan aset, sehingga mengurangi potensi diskriminasi atau monopoli.
Harga yang terbentuk dalam proses tersebut juga lebih mencerminkan nilai
pasar yang wajar, sehingga sesuai dengan prinsip al-tsaman al-mitsli dalam figh

muamalah.®¢

8 Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr,
2007), him. 383.

85 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), him. 115.

8 Yusuf Al-Qaradawi, Figh al-Zakah, Jilid 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999), him.
345.
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Namun demikian, jika dianalisis secara lebih kritis, keberhasilan
penerapan akad ijarah dalam pengelolaan aset milik umum tidak hanya
bergantung pada bentuk akad itu sendiri, tetapi juga pada kualitas
pelaksanaannya. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai potensi
penyimpangan yang dapat mengurangi nilai keadilan dalam akad tersebut.
Misalnya, penentuan harga awal yang tidak berdasarkan data pasar yang akurat,
kurangnya transparansi dalam proses lelang, atau terbatasnya akses informasi
bagi masyarakat. Kondisi ini dapat menyebabkan ketimpangan dan mengurangi
kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan aset. Selain itu, persoalan
lain yang tidak kalah penting adalah aspek tata kelola (governance). Pengelolaan
aset milik umum menuntut adanya sistem yang terstruktur, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Tanpa adanya sistem yang jelas,
maka potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin besar. Dalam konteks
ini, aparatur gampong tidak hanya berperan sebagai pengelola administratif,
tetapi juga sebagai pthak yang memegang amanah untuk menjaga kepentingan
masyarakat secara keseluruhan.®’

Lebih lanjut, dalam analisis yang lebih mendalam, relevansi akad ijarah
juga harus dilihat dari kesesuaian antara jenis akad dengan objek yang dikelola.
Dalam figh muamalah ditegaskan bahwa objek ijarah adalah manfaat yang jelas
dan dapat diukur. Namun, dalam praktik tertentu, sering terjadi ketidaktepatan
dalam penggunaan akad, di mana yang diperjanjikan bukan lagi manfaat,
melainkan hasil atau keuntungan dari aset tersebut. Hal ini menunjukkan adanya
kekeliruan dalam memahami konsep akad, yang pada akhirnya dapat
mempengaruhi keabsahan transaksi secara syariah. Oleh karena itu, pemahaman
yang tepat mengenai konsep ijarah menjadi hal yang sangat penting dalam
memastikan bahwa praktik yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip

syariah.

87 Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2002), him. 117.
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Di sisi lain, relevansi akad ijarah ‘ala al-manafi’ juga dapat dilihat dari
kemampuannya dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis masyarakat.
Pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan aset dapat digunakan untuk
membiayai  berbagai program pembangunan, sehingga mengurangi
ketergantungan pada sumber dana eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa akad
ijjarah tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga memiliki kontribusi
nyata dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu, jika
dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, pengelolaan aset desa melalui
mekanisme sewa juga telah memiliki landasan hukum yang jelas. Hal ini
memperkuat posisi akad ijarah sebagai instrumen yang tidak hanya sesuai
dengan prinsip syariah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan praktis dalam
sistem pemerintahan modern. Dengan adanya kesesuaian antara hukum Islam
dan hukum positif, maka penerapan akad ini menjadi lebih mudah untuk

diimplementasikan secara luas.®®

88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495.



BAB TIGA
PRAKTIK PENETAPAN HARGA SEWA TANAH MILIK
GAMPONG MELALUI LELANG DI GAMPONG RUSEB

A. Deskripsi tentang Objek Sewa Lahan di Gampong Ruseb Kec.
Trienggadeng Pidie Jaya

Praktik sewa-menyewa tanah di Gampong Reuseb, Kabupaten Pidie Jaya
telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari tradisi ekonomi
masyarakat setempat. Mayoritas penduduk Gampong Reuseb berprofesi sebagai
petani, sehingga kebutuhan terhadap lahan pertanian sangat tinggi. Namun, tidak
semua petani memiliki tanah yang cukup untuk diolah, sehingga menyewa lahan
milik Gampong menjadi solusi ekonomi yang paling realistis dalam menunjang
keberlanjutan usaha tani dan peningkatan kesejahteraan mereka.

Di wilayah Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi
Aceh, praktik pemanfaatan tanah milik gampong melalui sistem sewa
merupakan bagian dari tradisi pengelolaan aset desa yang telah berlangsung
secara turun-temurun. Tanah tersebut umumnya merupakan tanah kas desa, baik
yang berasal dari warisan adat, tanah pelungguh, maupun hasil wakaf, yang
dikelola oleh aparat Gampong untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi
masyarakat, serta untuk menambah pendapatan asli Gampong (PAG), Secara
keseluruhan, tanah milik Gampong Ruseb tersebut memiliki luas sekitar 3,75
hektar, sedangkan lahan ladang yang terdapat di wilayah gampong memiliki luas
sekitar 4 hektar. Tanah dan lahan tersebut pada umumnya dimanfaatkan untuk
kegiatan pertanian, khususnya penanaman padi dan tanaman lainnya. Dalam
pelaksanaan penyewaan, tanah milik gampong yang menjadi objek lelang
ditawarkan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan luas, lokasi, kondisi,
dan tingkat produktivitas tanah.

gampong yang dikelola oleh aparatur desa untuk kepentingan masyarakat

dan peningkatan pendapatan asli gampong. Tanah tersebut pada umumnya
57
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dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, terutama penanaman padi dan tanaman
musiman lainnya. Dalam praktiknya, masyarakat yang diprioritaskan untuk
mengikuti lelang adalah masyarakat yang belum memiliki lahan garapan atau
masyarakat yang tergolong kurang mampu secara ekonomi. Kebijakan tersebut
dilakukan sebagai bentuk pemerataan manfaat tanah gampong agar keberadaan
tanah tersebut benar-benar dapat membantu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang membutuhkan. Namun, pendataan penerima atau penyewa
dilakukan setiap tahun sehingga penerima hak sewa tidak selalu diberikan
kepada orang yang sama secara terus-menerus. Hal ini dimaksudkan agar
kesempatan pengelolaan tanah dapat dirasakan secara adil dan merata oleh
masyarakat gampong lainnya.*’

Selain itu, apabila kebutuhan masyarakat gampong terhadap tanah garapan
telah terpenuhi atau tidak ada lagi masyarakat yang berminat untuk mengelola
tanah tersebut, maka aparatur gampong dapat memberikan kesempatan kepada
masyarakat dari luar gampong untuk mengikuti lelang penyewaan tanah.
Dengan demikian, pengelolaan tanah gampong tidak hanya berorientasi pada
peningkatan pendapatan gampong, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan
sosial, pemerataan, dan kemaslahatan masyarakat setempat. tanah yang
disewakan bukan berpindah kepemilikannya kepada penyewa, melainkan hanya
hak pemanfaatannya saja dalam jangka waktu tertentu sesuai akad yang telah
disepakati. Dengan demikian, sistem ini termasuk ke dalam bentuk akad ijarah
‘ala al-manafi’, yaitu akad sewa atas manfaat suatu barang.

Keberadaan tanah gampong memiliki nilai ekonomi yang cukup penting
bagi masyarakat Gampong Ruseb. Selain menjadi sumber pendapatan bagi
gampong, tanah tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk
memperoleh lahan garapan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan

secara hati-hati, transparan, dan berdasarkan prinsip keadilan agar tidak

8 Hasil Wawancara dengan Suhaimi, Pihak penyewa dari Gampong Ruseb Gampong
Ruseb, Kecamatan Trienggadeng, 6 April 2025.
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menimbulkan perselisihan di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya,
aparatur gampong seperti keuchik, tuha peut dan bendara gampong memiliki
peran utama dalam menentukan tata kelola penyewaan tanah, mulai dari
pendataan lahan, penetapan jadwal lelang, hingga penentuan penyewa yang
berhak mengelola tanah tersebut.

Objek tanah yang disewakan memiliki kondisi dan karakteristik yang
berbeda-beda. Ada tanah yang berada di lokasi strategis dengan tingkat
kesuburan yang baik sehingga memiliki nilai sewa lebih tinggi, sementara
sebagian lainnya berada di lokasi yang kurang produktif sehingga harga
sewanya lebih rendah. Perbedaan kondisi ini menjadi salah satu faktor yang
memunculkan persoalan dalam proses penetapan harga sewa melalui sistem
lelang. Sebab, masyarakat sering menilai bahwa tidak semua harga yang
muncul dalam lelang benar-benar mencerminkan nilai manfaat tanah yang
sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, masyarakat Gampong Ruseb
pada umumnya menerima dan memahami praktik penyewaan tanah melalui
sistem lelang sebagai bagian dari kebiasaan yang telah berlangsung dalam
pengelolaan aset gampong. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih
terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian masyarakat, terutama berkaitan
dengan keterbukaan informasi mengenai penetapan harga awal dan
pertimbangan yang digunakan oleh aparatur gampong dalam menentukan nilai
sewa tanah.”’

Ditinjau dari perspektif figh muamalah, tanah milik gampong dalam
penelitian ini termasuk objek yang dapat dijadikan akad ijarah ‘ala al-mandfi’,
karena yang menjadi objek akad bukanlah tanah sebagai benda, melainkan
manfaat dari penggunaan tanah tersebut. Dalam akad ijarah ‘ala al-manafi’,

pemilik tanah hanya memberikan hak pemanfaatan kepada pihak penyewa

% Hasil Wawancara dengan Muhammad Awahab, Pihak penyewa dari Gampong
Ruseb, Kecamatan Trienggadeng, 1 April 2025
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dalam waktu tertentu dengan imbalan berupa ujrah atau harga sewa yang telah
disepakati bersama.”!

Kejelasan mengenai objek manfaat menjadi unsur penting dalam akad
ijarah ‘ala al-mandfi’. Dalam praktik penyewaan tanah di Gampong Ruseb,
manfaat tanah yang disewakan telah dijelaskan kepada peserta lelang sebelum
pelaksanaan akad dilakukan. Penjelasan tersebut meliputi luas tanah, lokasi
tanah, masa penggunaan, serta tujuan pemanfaatan tanah. Kejelasan tersebut
menunjukkan bahwa praktik penyewaan tanah telah mengarah pada
pemenuhan syarat akad ijarah menurut figh muamalah, khususnya berkaitan
dengan kejelasan manfaat (manfa ‘ah), jangka waktu, dan nilai ujrah.*?

Dengan demikian, tanah milik Gampong Ruseb yang disewakan kepada
masyarakat melalui sistem lelang pada dasarnya merupakan bentuk
pemanfaatan aset gampong yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Selain
memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, praktik tersebut juga
menjadi salah satu sumber pendapatan bagi gampong. Akan tetapi, agar
pelaksanaannya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, maka aspek
keadilan, keterbukaan, dan kejelasan dalam pelaksanaan penyewaan harus
tetap dijaga oleh aparatur gampong sebagai pihak pengelola aset masyarakat.
B. Penetapan Harga Sewa dengan Sistem Lelang di Gampong Ruseb Kec.

Trienggadeng Pidie Jaya pada Penyewaan Tanah Milik Gampong

Penetapan harga awal (/imit) dalam penyewaan tanah milik Gampong
Ruseb Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya dilakukan melalui
musyawarah aparatur gampong bersama tokoh masyarakat sebelum pelaksanaan
lelang berlangsung. Musyawarah tersebut bertujuan untuk menentukan harga
dasar sewa yang dianggap layak dan sesuai dengan kondisi tanah yang akan
disewakan. Dalam praktiknya, aparatur gampong memiliki peranan penting

dalam menetapkan harga awal agar tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi,

1 Ibid., hlm. 3834.
92 Abdul Rahman Ghazaly dkk., Figh Muamalah (Jakarta: Kencana, 2010), him. 278.
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sehingga tetap memberikan manfaat bagi pendapatan gampong dan tidak
memberatkan masyarakat yang mengikuti lelang.

Selain itu, penetapan harga awal dilakukan dengan mempertimbangkan
beberapa faktor. Pertama, luas lahan yang akan disewakan, karena semakin luas
tanah maka semakin tinggi nilai sewanya. Kedua, kondisi dan tingkat
produktivitas tanah, seperti kesuburan tanah, ketersediaan irigasi, dan hasil
panen yang biasanya diperoleh masyarakat dari lahan tersebut. Ketiga, harga
pasar atau harga sewa tanah di wilayah sekitar juga menjadi pertimbangan
aparatur gampong agar harga yang ditetapkan tetap sesuai dengan kondisi
ekonomi masyarakat. Selain itu, jenis pemanfaatan tanah juga diperhatikan,
meskipun pada umumnya tanah yang disewakan di Gampong Ruseb digunakan
untuk pertanian padi.

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme musyawarah telah diterima
oleh masyarakat sebagai cara menentukan harga /imit karena melibatkan
aparatur gampong dan tokoh masyarakat. Namun demikian, penelitian ini
menunjukkan bahwa musyawarah tersebut belum didukung oleh penggunaan
indikator ekonomi yang terdokumentasi secara sistematis, seperti data harga
pasar tanah sejenis, tingkat produktivitas lahan, maupun estimasi hasil panen.
Akibatnya, dasar penetapan harga /imit masih bergantung pada pertimbangan
subjektif para peserta musyawarah. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip al-
tsaman al-mitsli belum diterapkan secara optimal sebagai dasar penentuan nilai
ujrah, meskipun mekanisme lelang selanjutnya mampu membentuk harga
melalui persaingan penawaran.

Untuk mengetahui proses penetapan harga sewa tanah milik Gampong
Ruseb melalui sistem lelang, penulis melakukan wawancara dengan beberapa
responden yang terlibat dalam pelaksanaan lelang tanah gampong. Berdasarkan
hasil penelitian, diketahui bahwa aparatur gampong terlebih dahulu menetapkan
harga awal (/imit) dengan mempertimbangkan luas lahan, tingkat kesuburan

tanah, lokasi lahan, serta potensi hasil pertanian. Setelah itu, peserta lelang
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mengajukan penawaran harga, dan peserta dengan penawaran tertinggi

ditetapkan sebagai pemenang lelang. Adapun data hasil penelitian tersebut dapat

dilihat pada tabel 3.4 berikut:

No | Nama Luas Jenis Harga Harga Jangka
Responden/Peme | Tahan Pemanfaatan | Awal Pemenan | Waktu
nang Lelang (Pernaleh) (Limit) g Lelang

1 | Suhaimi 0,12 Ha Padi 600.0000 | 800.000 | Satu Tahun

2 | Nurdin 0,25 Ha Padi 1.200.000 | 1.500,000 | Satu Tahun

3 Muhammad 0,25 Ha Padi 1.200.000 | 1.500.000 | Satu Tahun

4 | Nurdin Gadeng 0,12 Ha Padi 600.0000 | 900.000 | Satu Tahun

5 | Awahab 0,25 Ha Padi 1.200.000 | 1.450.000 | Satu Tahun

6 | Hamdani 0,25 Ha Padi 1.250.000 | 1.500.000 | Satu Tahun

7 | Marni 0,12 Ha Padi 600.0000 | 900.000 | Satu Tahun

8 | Jamaliah 0,25 Ha Padi 1.100.000 | 1.350.000 | Satu Tahun

9 | M. Igbal 0,25 Ha Padi 1.200.000 | 1.450.000 | Satu Tahun

10 | Ridha 0,12 Ha Padi 600.0000 | 900.000 | Satu Tahun

Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa terdapat 10 responden yang

menjadi pemenang lelang tanah milik Gampong Ruseb. Tanah yang disewakan

memiliki luas 0,12 Ha dan 0,25 Ha, dengan seluruhnya dimanfaatkan untuk

budidaya padi selama satu tahun. Harga limit yang ditetapkan oleh aparatur

gampong berkisar antara Rp600.000 hingga Rp1.250.000, sedangkan harga
akhir hasil lelang berkisar antara Rp800.000 hingga Rp1.500.000. Data tersebut

menunjukkan bahwa seluruh objek lelang mengalami kenaikan harga dari harga

limit yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme lelang

memberikan kesempatan kepada peserta untuk menentukan harga sewa melalui

proses penawaran. Meskipun terdapat tanah dengan luas yang sama, harga limit
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maupun harga akhir yang diperoleh tidak selalu sama. Perbedaan tersebut
menunjukkan bahwa penetapan harga tidak hanya dipengaruhi oleh luas tanah,
tetapi juga mempertimbangkan kondisi tanah, tingkat persaingan peserta lelang,
dan hasil musyawarah aparatur gampong.

Berdasarkan temuan tersebut, data pada Tabel 3.4 perlu dianalisis lebih
lanjut agar dapat diketahui rata-rata kenaikan harga, pola kenaikan harga, serta
bagaimana penetapan harga tersebut ditinjau berdasarkan konsep wujrah dalam
akad ijarah 'ala al-mandfi'. Oleh karena itu, analisis tersebut disajikan pada
Tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Analisis Penetapan Harga Sewa Tanah Melalui Sistem Lelang

Aspek Analisis Hasil Penelitian
Jumlah Informan Pemenang Lelang 10 Orang
Total harga limit Rp9.550.000
Total harga akhir lelang Rp12.250.000
Rata-rata harga limit Rp955.000
Rata-rata harga akhir lelang Rp1.225.000
Rata-rata kenaikan harga Rp270.000
Persentase kenaikan rata-rata 28.27%

Berdasarkan Tabel 3.5 diketahui bahwa rata-rata harga limit tanah yang
disewakan sebesar Rp955.000, sedangkan rata-rata harga akhir hasil lelang
mencapai Rp1.225.000. Dengan demikian, terjadi rata-rata kenaikan harga
sebesar Rp270.000 atau sekitar 28,27%. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa
mekanisme lelang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menentukan
harga sewa melalui proses penawaran sehingga harga akhir yang terbentuk lebih

tinggi dibandingkan harga limit yang telah ditetapkan.
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Temuan tersebut menunjukkan bahwa harga limit berfungsi sebagai
harga dasar dan bukan sebagai harga akhir transaksi. Kenaikan rata-rata sebesar
28,27% membuktikan bahwa mekanisme lelang memberikan ruang bagi
terbentuknya harga melalui persaingan penawaran antarpeserta. Dengan
demikian, nilai ujrah yang disepakati merupakan hasil interaksi para peserta
lelang, bukan ditentukan secara sepihak oleh aparatur gampong. Hal ini
mencerminkan adanya prinsip kerelaan (tarddin) dalam akad, karena peserta
secara sukarela mengajukan penawaran sesuai kemampuan dan penilaiannya
terhadap manfaat tanah yang disewa.

Berdasarkan hasil analisis, seluruh objek lelang mengalami kenaikan
harga, namun besarnya kenaikan berbeda pada setiap objek. Perbedaan tersebut
menunjukkan bahwa harga akhir tidak hanya dipengaruhi oleh luas tanah, tetapi
juga oleh tingkat persaingan peserta selama proses lelang. Dengan demikian,
mekanisme lelang membentuk harga berdasarkan interaksi penawaran sehingga
nilai ujrah yang dihasilkan lebih mencerminkan kesediaan para peserta dalam
membayar manfaat tanah yang disewa.

Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa mekanisme lelang yang
diterapkan di Gampong Ruseb telah memberikan ruang bagi terbentuknya harga
melalui proses persaingan yang terbuka. Setiap peserta memiliki kesempatan
yang sama untuk mengajukan penawaran tanpa adanya pembatasan selain
ketentuan yang telah ditetapkan oleh aparatur gampong. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa harga akhir yang terbentuk merupakan hasil dari kesediaan
peserta untuk membayar sesuai dengan manfaat yang mereka harapkan dari
tanah yang disewa. Oleh karena itu, mekanisme lelang tidak hanya berfungsi
sebagai cara menentukan pemenang, tetapi juga sebagai mekanisme untuk
memperoleh nilai sewa yang dianggap layak oleh para peserta.

Berdasarkan hasil wawancara, penetapan harga /imit dilakukan melalui
musyawarah antara aparatur gampong dan tokoh masyarakat. Cara tersebut

menunjukkan adanya wupaya untuk melibatkan berbagai pihak dalam
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menentukan harga dasar sebelum pelaksanaan lelang. Musyawarah juga menjadi
salah satu bentuk transparansi dalam pengelolaan aset gampong karena
keputusan tidak ditetapkan oleh satu pihak saja. Namun demikian, hasil
penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga [limit masih lebih banyak
didasarkan pada kesepakatan bersama dan pengalaman pelaksanaan lelang
sebelumnya. Mekanisme tersebut berpotensi menghasilkan penilaian yang
bersifat subjektif apabila tidak didukung oleh indikator yang lebih objektif,
seperti produktivitas tanah, lokasi lahan, maupun perkembangan harga sewa
tanah di wilayah sekitar. Oleh karena itu, penetapan harga limit sebaiknya
disertai dengan dasar penilaian yang lebih terukur agar harga yang ditetapkan
benar-benar mencerminkan nilai manfaat tanah yang disewakan. Selain itu,
apabila dikaitkan dengan prinsip keadilan dalam penetapan harga, penggunaan
indikator yang objektif juga dapat mengurangi potensi terjadinya perbedaan
penilaian antara aparatur gampong dan masyarakat. Dengan adanya dasar
penilaian yang jelas, proses penetapan harga /imit akan lebih mudah dipahami
oleh peserta lelang sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap pelaksanaan lelang tanah milik gampong. Hal ini juga sejalan dengan
tujuan pengelolaan aset desa yang mengedepankan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian,
penggunaan indikator yang lebih objektif dalam penetapan harga limit perlu
dipertimbangkan agar nilai sewa yang ditetapkan tidak hanya disepakati melalui
musyawarah, tetapi juga mencerminkan manfaat ekonomi tanah sesuai dengan
prinsip al-tsaman al-mitsli.

Ditinjau dari konsep wjrah dalam akad ijarah ‘'ala al-mandfi’,
pelaksanaan lelang tanah di Gampong Ruseb pada dasarnya telah memenuhi
beberapa prinsip yang menjadi syarat sah akad ijarah. Dari aspek kejelasan
manfaat (ma'limiyyah al-manfa'ah), objek sewa, luas tanah, jenis pemanfaatan,
dan jangka waktu sewa telah dijelaskan kepada peserta sebelum pelaksanaan

lelang sehingga manfaat yang diperoleh penyewa dapat diketahui secara jelas.
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Dari aspek kejelasan harga (ma'liimiyyah al-ujrah), aparatur gampong telah
menetapkan harga limit sebagai dasar penawaran, sedangkan harga akhir
ditentukan berdasarkan hasil penawaran peserta lelang sehingga nilai wujrah
diketahui oleh para pihak sebelum akad dilaksanakan. Selanjutnya, dari aspek
kerelaan para pihak (al-ridha), proses lelang berlangsung atas dasar kesediaan
masing-masing peserta tanpa adanya unsur paksaan. Seluruh peserta memiliki
kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang maupun mengajukan penawaran
sesuai dengan kemampuan masing-masing. Adapun dari aspek keadilan (al-'adl),
mekanisme penawaran yang dilakukan secara terbuka telah memberikan
kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk memperoleh hak sewa
tanah. Namun demikian, agar nilai wjrah yang dihasilkan benar-benar
mencerminkan nilai manfaat tanah, penetapan harga /imit sebaiknya tidak hanya
didasarkan pada musyawarah, tetapi juga mempertimbangkan indikator yang
objektif, seperti kondisi tanah, produktivitas lahan, serta perkembangan harga
sewa tanah di wilayah sekitar. Dengan demikian, nilai ujrah yang ditetapkan
akan lebih mencerminkan prinsip keadilan sebagaimana yang diajarkan dalam
akad ijarah.

Berdasarkan keempat indikator tersebut, praktik penyewaan tanah milik
Gampong Ruseb telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah 'ala al-mandfi’,
terutama dari aspek kejelasan manfaat, kejelasan nilai ujrah, kerelaan para pihak,
dan keadilan dalam mekanisme lelang. Namun demikian, penyempurnaan
terhadap penetapan harga limit tetap diperlukan agar nilai ujrah yang dihasilkan
semakin mencerminkan prinsip al-tsaman al-mitsli dalam hukum ekonomi
syariah.

Dari sisi ekonomi, mekanisme lelang telah membentuk harga yang lebih
kompetitif dibandingkan apabila harga hanya ditentukan melalui musyawarah
aparatur gampong. Meskipun demikian, pelaksanaan lelang pada periode
berikutnya perlu tetap memperhatikan keseimbangan antara optimalisasi

Pendapatan Asli Gampong dan akses masyarakat terhadap pemanfaatan tanah
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gampong. Dengan demikian, fungsi sosial tanah gampong sebagai aset publik
tetap terjaga sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.
C. Penentuan Limit Harga Sewa dengan Sistem Lelang oleh Aparatur

Gampong Ruseb Kec. Trienggadeng Pidie Jaya

Penentuan limit harga sewa dalam sistem lelang tanah milik Gampong
Ruseb Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya merupakan tahap awal
yang sangat penting dalam pelaksanaan penyewaan tanah gampong. Limit harga
sewa tersebut berfungsi sebagai batas minimal penawaran yang harus dipenuhi
oleh peserta lelang agar nilai sewa yang diperoleh tetap sesuai dengan manfaat
tanah yang disewakan serta tidak merugikan pihak gampong sebagai pemilik
aset. Dalam praktiknya, penetapan limit harga dilakukan melalui musyawarah
antara aparatur gampong, seperti keuchik, tuha peut, dan bendara gampong serta
tokoh masyarakat sebelum pelaksanaan lelang diumumkan kepada masyarakat.”?

Penentuan harga limit tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan
mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan nilai manfaat tanah.
faktor tersebut meliputi luas tanah, tingkat kesuburan lahan, lokasi tanah, akses
pengairan, kondisi fisik tanah, hasil panen sebelumnya, serta harga sewa tanah di
wilayah sekitar. Selain itu, aparatur gampong juga mempertimbangkan
kemampuan ekonomi masyarakat agar harga yang ditetapkan tetap dapat
dijangkau oleh masyarakat setempat dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial
dalam proses lelang. Dengan demikian, penetapan limit harga bertujuan untuk
menjaga keseimbangan antara kepentingan gampong dalam memperoleh
pendapatan dan kepentingan masyarakat dalam memperoleh hak pemanfaatan
tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Gampong Ruseb, sebelum
lelang dilaksanakan biasanya dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk

menentukan harga awal atau /imit sewa tanah. Musyawarah tersebut dilakukan

93 Imam Nawawi, AI-Majmii’ Syarh al-Muhadzdzab, Jilid 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2002),
hlm. 219.
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dengan melihat kondisi tanah serta membandingkan harga sewa tahun
sebelumnya agar harga yang ditetapkan dianggap wajar dan tidak terlalu rendah
maupun terlalu tinggi. Setelah harga limit disepakati, barulah diumumkan
kepada masyarakat sebagai dasar pelaksanaan penawaran dalam sistem lelang.
Dalam pelaksanaan lelang, harga limit memiliki fungsi penting untuk mencegah
terjadinya penawaran di bawah nilai manfaat tanah yang sebenarnya. Peserta
lelang hanya dapat mengajukan penawaran di atas harga yang telah ditentukan
oleh aparatur gampong. Sistem ini dinilai lebih terbuka karena seluruh peserta
mengetahui harga awal yang menjadi dasar penawaran. Dengan adanya /imit
harga tersebut, aparatur gampong berupaya menciptakan proses lelang yang
transparan dan adil sehingga tidak terjadi manipulasi harga ataupun praktik yang
merugikan salah satu pihak.

Ditinjau dari perspektif fikih muamalah, penentuan limit harga dalam
akad ijarah ‘ald al-mandfi’ diperbolehkan selama dilakukan berdasarkan prinsip
keadilan, keterbukaan, dan kerelaan para pihak. Penetapan limit harga juga dapat
dikaitkan dengan konsep al-tsaman al-mitsli, yaitu penentuan harga yang
sebanding dengan nilai manfaat suatu objek. Dalam konteks ini, aparatur
gampong tidak menetapkan harga secara = sepihak, melainkan melalui
pertimbangan kondisi riil tanah dan musyawarah bersama masyarakat. Oleh
karena itu, limit harga yang ditetapkan dapat dipandang sebagai bentuk upaya
menjaga kejelasan ujrah agar tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan)
dalam akad sewa-menyewa. Selain itu, penetapan limit harga dalam sistem
lelang juga memiliki relevansi dengan prinsip maslahah dalam pengelolaan aset
gampong. Dengan adanya batas harga minimal, tanah gampong dapat
memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi pendapatan gampong,
sekaligus tetap membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh hak
sewa secara adil melalui mekanisme persaingan terbuka. Hal ini menunjukkan

bahwa penentuan /imit harga bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga
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merupakan bentuk perlindungan terhadap nilai manfaat aset gampong agar tetap
sesuai dengan prinsip syariah dan kepentingan bersama masyarakat.

Meskipun demikian, penulis menilai bahwa penetapan limit harga tidak
cukup hanya didasarkan pada musyawarah dan pengalaman pelaksanaan lelang
tahun-tahun sebelumnya. Dalam perspektif figh muamalah, nilai wjrah
seharusnya juga mencerminkan manfaat ekonomi yang diperoleh dari objek
yang disewakan. Oleh karena itu, aparatur gampong perlu melakukan evaluasi
secara berkala terhadap limit harga yang ditetapkan dengan memperhatikan
perkembangan produktivitas lahan, perubahan harga sewa tanah di wilayah
sekitar, serta kondisi ekonomi masyarakat. Langkah ini penting agar nilai ujrah
yang ditetapkan tetap proporsional, tidak merugikan masyarakat sebagai
penyewa, dan pada saat yang sama mampu mengoptimalkan pendapatan

gampong sebagai aset publik yang dikelola untuk kemaslahatan bersama.

D. Perspektif Konsep Ujrah dalam Akad Ijarah ‘Ala Al-Manafi’ Pada
Proses Lelang Harga Sewa Tanah milik Gampong Ruseb, Kecamatan

Trienggadeng Pidie Jaya

Berdasarkan hasil penelitian, penetapan harga sewa tanah milik
Gampong Ruseb melalui sistem lelang pada dasarnya telah memenuhi unsur-
unsur akad ijarah ‘ala al-mandfi sebagaimana dijelaskan dalam figh muamalah.
Hal ini terlihat dari adanya pihak yang berakad, yaitu aparatur gampong sebagai
pihak yang menyewakan (mu jir) dan masyarakat sebagai penyewa (musta jir),
adanya objek manfaat yang jelas berupa hak pemanfaatan tanah, adanya jangka
waktu pemanfaatan yang telah ditentukan, serta adanya nilai ujrah yang

diketahui dan disepakati oleh para pihak sebelum akad dilaksanakan. Dengan



70

terpenuhinya unsur tersebut, maka akad penyewaan tanah gampong yang
dilakukan melalui sistem lelang dapat dinilai sah menurut ketentuan syariah.”*

Selain memenuhi rukun dan syarat akad, mekanisme lelang yang
diterapkan juga menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan prinsip
keterbukaan dan keadilan dalam pengelolaan aset gampong. Melalui sistem
lelang, masyarakat diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak
pemanfaatan tanah tanpa adanya penunjukan secara langsung kepada pihak
tertentu. Dari sudut pandang figh muamalah, mekanisme seperti ini sejalan
dengan prinsip kerelaan para pihak (an-tarddhin) dan dapat meminimalkan
potensi perselisihan dalam penentuan penyewa tanah gampong.

Meskipun demikian, penulis menilai bahwa kesesuaian suatu praktik
dengan prinsip syariah tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat
akad semata. Dalam konsep wujrah, nilai sewa yang ditetapkan seharusnya juga
mencerminkan manfaat yang diperoleh dari objek yang disewakan. Berdasarkan
hasil wawancara, penetapan harga awal (/imit) dilakukan melalui musyawarah
aparatur gampong dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat serta
pengalaman pelaksanaan lelang sebelumnya. Mekanisme tersebut menunjukkan
adanya penerapan prinsip syura yang menjadi salah satu nilai penting dalam
pengambilan keputusan. Namun, penetapan harga berdasarkan musyawarah saja
berpotensi menghasilkan nilai wjrah yang kurang mencerminkan manfaat
ekonomi tanah apabila tidak disertai dengan ukuran yang lebih objektif, seperti
luas tanah, tingkat produktivitas lahan, lokasi tanah, maupun perkembangan
harga sewa tanah di wilayah sekitar.”

Di samping itu, fungsi sosial tanah gampong juga perlu diperhatikan
dalam menilai kesesuaian penetapan ujrah. Tanah gampong pada dasarnya tidak
hanya dimaksudkan sebagai sumber pendapatan bagi gampong, tetapi juga

sebagai sarana untuk membantu masyarakat memperoleh akses terhadap lahan

% Wahbah Az-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Fikr,
2007), him. 3833.
% Ibid., hlm. 3834.
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yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan peningkatan
kesejahteraan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, apabila harga sewa yang
ditetapkan lebih rendah dibandingkan harga sewa tanah komersial pada
umumnya, kondisi tersebut masih dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan
fungsi sosial aset gampong. Akan tetapi, penetapan harga yang terlalu rendah
juga perlu dihindari karena dapat mengurangi potensi pendapatan gampong yang
seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa praktik
penetapan harga sewa tanah milik Gampong Ruseb secara lelang pada
prinsipnya telah sesuai dengan konsep wujrah dalam akad ijarah ‘ala al-mandfi.
Namun demikian, masih diperlukan evaluasi berkala terhadap mekanisme
penetapan harga awal dan transparansi pelaksanaan lelang agar nilai ujrah yang
ditetapkan tidak hanya memenuhi aspek keabsahan akad, tetapi juga mampu
mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara fungsi
sosial serta fungsi ekonomi tanah gampong. Dengan demikian, tujuan
pengelolaan aset gampong untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan

meningkatkan pendapatan gampong dapat tercapai secara lebih optimal.”®

% Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penetapan Harga Sewa Tanah

Milik Gampong Ruseb Kecamatan Trienggadeng Secara Lelang Menurut

Konsep Ujrah pada Akad ljarah 'Ala al-Mandfi', maka dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut:

1.

Penetapan harga sewa tanah milik Gampong Ruseb dilaksanakan melalui
mekanisme lelang yang diawali dengan penetapan harga limit,
pengumuman kepada masyarakat, penyampaian penawaran oleh peserta,
dan penetapan pemenang berdasarkan penawaran tertinggi. Mekanisme
tersebut telah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat
untuk mengikuti lelang secara terbuka sehingga mencerminkan prinsip
transparansi, musyawarah, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset
gampong. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa harga akhir lelang
mengalami kenaikan dibandingkan harga limit dengan rata-rata kenaikan
sebesar 28,27%, yang menunjukkan bahwa harga terbentuk melalui
persaingan penawaran antarpeserta dan bukan ditentukan secara sepihak
oleh aparatur gampong.

Penetapan harga limit dilakukan melalui musyawarah antara aparatur
gampong dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan luas tanah,
lokasi, kondisi lahan, pengalaman pelaksanaan lelang sebelumnya, serta
kondisi sosial masyarakat. Namun demikian, penelitian ini menemukan
bahwa penetapan harga limit belum didukung oleh penggunaan indikator
ekonomi yang terdokumentasi secara sistematis, seperti data harga pasar
tanah sejenis, produktivitas lahan, dan potensi manfaat ekonomi tanah.
Akibatnya, penetapan harga limit masih lebih banyak bertumpu pada

72
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pertimbangan musyawarah sehingga penerapan prinsip al-tsaman al-
mitsli belum sepenuhnya optimal sebagai dasar penentuan nilai ujrah.
Meskipun demikian, mekanisme lelang mampu membentuk harga yang
lebih kompetitif sehingga harga akhir lebih mendekati nilai manfaat
tanah dibandingkan harga limit yang ditetapkan sebelumnya.

3. Ditinjau dari konsep ujrah dalam akad ijarah 'ala al-manafi’, praktik
penyewaan tanah milik Gampong Ruseb telah memenuhi rukun dan
syarat akad karena terdapat pihak yang berakad, objek manfaat yang
jelas, jangka waktu sewa yang ditentukan, nilai ujrah yang diketahui
sebelum akad, serta adanya kerelaan para pihak dalam proses lelang.
Dari aspek keadilan, mekanisme penawaran yang terbuka telah
memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta untuk
memperoleh hak sewa. Akan tetapi, keadilan substantif dalam penetapan
nilai ujrah masih perlu ditingkatkan melalui penyempurnaan mekanisme
penetapan harga limit yang didasarkan pada indikator ekonomi yang
objektif. Dengan demikian, praktik lelang tanah milik Gampong Ruseb
pada prinsipnya telah sesuai dengan konsep ujrah dalam akad ijarah 'ala
al-mandfi’, namun masih memerlukan perbaikan pada tahap penetapan
harga limit agar nilai wjrah yang terbentuk semakin mencerminkan

prinsip al-tsaman al-mitsli dan keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan,
penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan tanah milik

gampong, khususnya di Gampong Ruseb Kecamatan Trienggadeng.

1. Kepada Pemerintah Gampong Ruseb, disarankan agar penetapan harga

limit lelang tidak hanya didasarkan pada hasil musyawarah, tetapi juga
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menggunakan indikator yang objektif dan terukur, seperti luas tanah,
tingkat produktivitas lahan, lokasi, kondisi fisik tanah, serta data harga
sewa tanah di wilayah sekitar. Penggunaan indikator tersebut akan
membantu menghasilkan nilai ujrah yang lebih mencerminkan manfaat
ekonomi tanah sesuai dengan prinsip al-tsaman al-mitsli.

. Pemerintah Gampong Ruseb juga perlu menyusun pedoman atau
peraturan tertulis mengenai mekanisme pelaksanaan lelang tanah
gampong, khususnya mengenai tata cara penetapan harga limit, kriteria
peserta lelang, prosedur penawaran, penetapan pemenang, dan
mekanisme penyelesaian apabila terjadi keberatan atau sengketa.
Pedoman tersebut dapat menjadi acuan bersama sehingga pelaksanaan
lelang lebih transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum
bagi seluruh pihak.

. Kepada masyarakat Gampong Ruseb, diharapkan tetap berpartisipasi
secara aktif dalam pelaksanaan lelang dengan menjunjung tinggi prinsip
kejujuran, keterbukaan, dan persaingan yang sehat. Selain itu,
masyarakat juga diharapkan turut melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan lelang agar pengelolaan tanah milik gampong tetap berjalan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memberikan manfaat bagi
kepentingan bersama.

. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian
mengenai pengelolaan tanah milik gampong melalui pendekatan
komparatif dengan membandingkan praktik penetapan harga sewa di
beberapa gampong. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji model
penetapan harga limit berbasis indikator ekonomi dan penilaian aset
sehingga dapat menghasilkan formulasi penentuan wujrah yang lebih

objektif, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.
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Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul Skripsi: Penetapan Harga Sewa Tanah Milik Gampong Ruseb Kecamatan

Trienggadeng Secara Lelang Menurut Konsep Ujrah pada Akad
ljarah ‘Ala al-Mandfi’

Narasumber: M. Nasir selaku Keuchik Gampong, Muhammad selaku anggota

Tuha Peut Gampong, Ibnu Hajar selaku anggota Tuha Peut
Gampong, Suhaimi selaku penyewa tanah milik gampong, Nurdin
selaku penyewa tanah milik Gampong, Muhammad Awahab
selaku tokoh masyarakat Gampong, Awahab selaku penyewa tanah
milik Gampong Ruseb, Hamdani selaku penyewa tanah milik
Gampong, Marni selaku penyewa tanah milik Gampong, Jamaliah
selaku penyewa tanah milik Gampong, M. Igbal selaku penyewa
tanah milik Gampong, dan Ridha selaku penyewa tanah milik

Gampong Ruseb Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya.

No

Daftar Pertanyaan Wawancara

Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyewaan tanah milik Gampong

Ruseb melalui sistem lelang yang dilakukan oleh aparatur gampong?

2. | Bagaimana proses penentuan harga awal (/imit) tanah yang akan disewakan
melalui sistem lelang?

3. | Siapa yang berwenang menentukan harga awal (/imif) dalam pelaksanaan
lelang tanah milik gampong?

4. | Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan

harga awal sewa tanah milik Gampong Ruseb?
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5. | Apakah luas tanah yang disewakan mempengaruhi penetapan harga awal
lelang? Jika iya, bagaimana pengaruhnya?

6. | Apakah lokasi dan tingkat produktivitas tanah menjadi pertimbangan dalam
menentukan harga sewa tanah?

7. | Bagaimana proses penawaran harga dilakukan oleh peserta lelang hingga
ditetapkan pemenang lelang?

8. | Apakah peserta lelang diberikan kebebasan dalam menentukan harga
penawaran yang diajukan?

9. | Bagaimana cara aparatur gampong menetapkan pemenang dalam
pelaksanaan lelang tanah tersebut?

10. | Apakah seluruh informasi mengenai tanah yang dilelang, seperti luas tanah,
lokasi tanah, dan jangka waktu sewa telah dijelaskan kepada peserta
sebelum lelang dilaksanakan?

11. | Bagaimana mekanisme pembayaran harga sewa yang dilakukan oleh
pemenang lelang setelah hasil lelang ditetapkan?

12. | Berapa lama jangka waktu penyewaan tanah milik Gampong Ruseb yang
diberikan kepada pemenang lelang?

13. | Menurut Bapak/Ibu, apakah harga sewa yang diperoleh melalui sistem
lelang telah sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari tanah yang disewa?

14. | Apakah pernah terjadi permasalahan atau keberatan dari masyarakat terkait
penetapan harga sewa tanah melalui sistem lelang?

15. | Bagaimana pemanfaatan hasil penyewaan tanah milik gampong bagi
kepentingan dan pembangunan Gampong Ruseb?

16. | Menurut Bapak/Ibu, apakah penetapan harga sewa tanah melalui sistem
lelang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan para pihak yang
terlibat?

17. | Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik penetapan harga sewa tanah milik

Gampong Ruseb melalui sistem lelang telah sesuai dengan konsep ujrah
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dalam akad ijarah 'ala al-mandfi', khususnya terkait kejelasan manfaat,

kejelasan harga sewa, dan adanya kerelaan antara para pihak?

Lambiran 4: Dokumentasi

il

Wawancara dengan M. Nasir Selaku Keuchik Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng.
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Wawancara dengan Ibnu Hajar selaku Tuha Peut Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng

§

Wawancara dengan Muhammad Awahab Selaku warga Gampong Ruseb,
Kecamatan Trienggadeng.

T
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Wawancara dengan Yanti Selaku Penyewa Lahan Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng.

Wawancara dengan Marni Penyewa Lahan Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng.

S i
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Wawancara dengan Aminah Penyewa Lahan Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng.

Wawancara dengan Ridha Penyewa Lahan Gampong Ruseb, Kecamatan
Trienggadeng.

Wawancara dengan Muhammad Igbal Penyewa Lahan Gampong Ruseb,
Kecamatan Trienggadeng.
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